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Abstrak 
Bantuan sosial merupakan instrumen penting negara kesejahteraan untuk melindungi rumah tangga miskin 

dan rentan dari kekurangan konsumsi, guncangan ekonomi, bencana, sakit, pengangguran, serta berbagai 

risiko siklus hidup. Namun program bantuan sosial juga dapat menjadi rentan terhadap politisasi ketika akses, 

waktu penyaluran, komunikasi publik, atau simbolisasi program dikaitkan dengan figur politik tertentu. 

Artikel ini membahas hubungan antara bantuan sosial, patronase, klientelisme, dan loyalitas politik secara 

konseptual dan empiris dengan fokus utama pada Indonesia. Analisis membedakan secara tegas antara bantuan 

sosial sebagai hak warga dan instrumen kebijakan publik dengan bantuan yang dipersonalisasi sebagai 

pemberian seorang patron. Perbedaan ini penting karena dampak ekonomi dan demokratisnya sangat berbeda. 

Bantuan sosial berbasis aturan dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga, human capital, serta kepercayaan 

terhadap institusi; sebaliknya, distribusi yang dipersonalisasi dapat mendorong ketergantungan politik, 

mengaburkan sumber pembiayaan publik, melemahkan kompetisi elektoral, dan mengubah hak sosial menjadi 

hubungan balas jasa. Data resmi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 

sebesar 8,25 persen atau 23,36 juta orang, sehingga perlindungan sosial tetap mempunyai basis kebutuhan 

yang besar. Artikel menjelaskan bagaimana kerentanan ekonomi, ketidakpastian penerimaan, lemahnya 

informasi, peran broker, personalisasi program, diskresi administratif, dan timing menjelang pemilu dapat 

menciptakan kondisi bagi hubungan patron-klien. Namun hubungan bantuan dan pilihan politik tidak bersifat 

otomatis. Penerima bantuan bukan aktor pasif; mereka dapat memisahkan hak sosial dari preferensi politik, 

menilai kinerja pemerintah secara retrospektif, atau menerima manfaat tanpa mengubah pilihan. Karena itu, 

analisis harus membedakan clientelism, programmatic redistribution, retrospective voting, vote buying, credit 

claiming, dan legitimate incumbency advantage. Dalam konteks hukum Indonesia, Bawaslu pada 2024 

menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan program pemerintah yang tidak berhubungan dengan pemilu, 

tetapi bila digunakan untuk menjanjikan atau memberikan sesuatu agar pemilih memilih peserta tertentu dapat 

masuk dalam kategori politik uang. Artikel mengusulkan kerangka 'Depersonalized Social Protection' dengan 

tujuh pilar: rule-based eligibility, data governance, institutional branding, predictable schedule, transparent 

budget, independent oversight, dan grievance mechanism. Kesimpulan utama adalah bahwa solusi bukan 

mengurangi bantuan sosial menjelang pemilu, karena rumah tangga rentan tetap membutuhkan perlindungan, 

melainkan memperkuat desain kelembagaan agar bantuan diterima sebagai hak dari negara, bukan hadiah dari 

politisi. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang dapat menerima perlindungan sosial tanpa merasa 

berutang loyalitas politik. 

Kata Kunci 
bantuan sosial; patronase; klientelisme; loyalitas politik; politik uang; perlindungan sosial; pemilu; 

kemiskinan; demokrasi; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Bantuan sosial secara normatif adalah instrumen perlindungan sosial yang dibiayai dari sumber daya publik. 

Penerima tidak berutang secara pribadi kepada pejabat atau kandidat karena bantuan bukan pemberian pribadi. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Bantuan Sosial, Patronase, dan Loyalitas Politik 
 

 

 

Halaman 4 

Patronase muncul ketika sumber daya publik atau privat didistribusikan secara partikular untuk membangun 

hubungan ketergantungan atau pertukaran politik. Clientelism lebih spesifik karena mengandung hubungan 

timbal balik antara manfaat material dan dukungan politik yang dimediasi hubungan personal atau broker. 

Vote buying berbeda dari program bantuan sosial. Vote buying biasanya merupakan pertukaran langsung atau 

implisit antara manfaat dan pilihan elektoral. Programmatic social policy menggunakan kriteria umum serta 

aturan yang berlaku bagi semua yang memenuhi syarat. 

Kerentanan ekonomi dapat memperbesar daya tarik patronase, tetapi kemiskinan bukan penjelasan tunggal. 

Riset Indonesia menunjukkan clientelism juga dapat kuat di wilayah yang relatif lebih sejahtera tetapi sangat 

bergantung pada negara dan jaringan patronase. 

Personalisasi merupakan mekanisme kunci. Ketika program dikomunikasikan dengan nama, foto, slogan, atau 

seremoni yang menonjolkan aktor tertentu, warga dapat mengaitkan hak sosial dengan figur politik, meskipun 

dananya berasal dari anggaran publik. 

Timing penyaluran dekat pemilu menimbulkan risiko persepsi politisasi, tetapi timing saja tidak membuktikan 

clientelism. Program reguler, respons bencana, atau kenaikan kebutuhan ekonomi dapat secara sah terjadi 

pada periode elektoral. Bukti perlu melihat perubahan aturan, target, komunikasi, dan quid pro quo. 

Bawaslu pada Januari 2024 menyatakan bansos adalah program pemerintah yang tidak terkait pemilu, tetapi 

apabila digunakan sebagai alat menjanjikan atau memberikan manfaat untuk memengaruhi pilihan dapat 

dikualifikasikan sebagai politik uang. 

Solusi kelembagaan terbaik bukan moratorium bantuan sosial menjelang pemilu, karena hal itu dapat 

menghukum warga miskin. Yang lebih tepat adalah jadwal prediktabel, criteria rule-based, komunikasi 

institusional, larangan personalisasi, disclosure data agregat, audit, dan mekanisme pengaduan. 

Digitalisasi dapat mengurangi perantara dan discretion melalui transfer langsung, tetapi juga dapat 

menimbulkan bentuk baru patronase jika data penerima, komunikasi WhatsApp, atau jaringan digital 

dikendalikan secara partisan. 

Tujuan akhirnya adalah social citizenship: warga menerima bantuan karena memenuhi hak dan kriteria, bukan 

karena kedekatan politik. Dalam sistem seperti ini, loyalitas elektoral tetap bebas dan bantuan sosial 

memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi. 
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1. Pendahuluan: Bantuan Sosial antara Hak dan Instrumen Politik 
Bantuan sosial memiliki fungsi perlindungan. Dalam konteks 1. pendahuluan: bantuan sosial antara hak dan 

instrumen politik, analisis harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan 

terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat 

sebuah program menjadi klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan 

antara pemberian manfaat dengan dukungan politik. 

Politik dapat masuk melalui distribusi. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Personalisasi mengubah persepsi. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Hak sosial perlu dipisahkan dari hadiah. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Institusi menentukan makna program. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan 

figur politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

2. Konteks Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Indonesia 
Kemiskinan tetap signifikan. Dalam konteks 2. konteks kemiskinan dan perlindungan sosial indonesia, 

analisis harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan 

kekurangan. Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program 

menjadi klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian 

manfaat dengan dukungan politik. 

Kerentanan lebih luas dari kemiskinan. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Bansos menjaga konsumsi. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 
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Shock membutuhkan respons. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Kebutuhan program tidak hilang saat pemilu. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial 

dan figur politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang 

transparan, semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

3. Memahami Patronase 
Patronase adalah distribusi manfaat partikular. Dalam konteks 3. memahami patronase, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Patron memiliki sumber daya. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Klien memperoleh manfaat. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Hubungan dapat berulang. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Tidak semua patronase adalah vote buying. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial 

dan figur politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang 

transparan, semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 
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Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 

Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

4. Memahami Klientelisme 
Klientelisme menekankan pertukaran. Dalam konteks 4. memahami klientelisme, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Hubungan personal penting. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Broker sering menghubungkan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Kontingensi dukungan menjadi ciri. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Program universal berbeda. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 

Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 
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Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

5. Loyalitas Politik: Konsep dan Mekanisme 
Loyalitas dapat ideologis. Dalam konteks 5. loyalitas politik: konsep dan mekanisme, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Dapat berbasis identitas. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Dapat berbasis kinerja. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Dapat berbasis pertukaran. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Bentuknya dapat bercampur. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

6. Bantuan Sosial Programatik versus Bantuan Partikularistik 
Aturan umum membatasi diskresi. Dalam konteks 6. bantuan sosial programatik versus bantuan 

partikularistik, analisis harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap 

risiko dan kekurangan. Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah 

program menjadi klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara 

pemberian manfaat dengan dukungan politik. 

Kriteria publik meningkatkan fairness. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 
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Partikularisme menonjolkan kedekatan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Predictability mengurangi ketergantungan. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima 

bantuan karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, 

kandidat, isu lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi 

penerimaan bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Institutional branding penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 

Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 

Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

7. Vote Buying, Patronage, dan Credit Claiming 
Vote buying bersifat elektoral. Dalam konteks 7. vote buying, patronage, dan credit claiming, analisis harus 

dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Patronage lebih luas. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion untuk 

menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga tidak 

dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Credit claiming bisa sah. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 
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Quid pro quo menjadi batas penting. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Bukti harus spesifik. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 

Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 

Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

8. Kemiskinan, Kerentanan, dan Daya Tawar Politik 
Kemiskinan dapat meningkatkan kebutuhan. Dalam konteks 8. kemiskinan, kerentanan, dan daya tawar 

politik, analisis harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko 

dan kekurangan. Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah 

program menjadi klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara 

pemberian manfaat dengan dukungan politik. 

Ketidakpastian memperbesar ketergantungan. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker 

memiliki discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan 

diselesaikan. Ketika warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih 

bernilai. Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Namun penerima tetap memiliki agency. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Middle class juga bisa clientelistic. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 
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State dependence penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

9. Broker Politik dan Jaringan Lokal 
Broker mengenali pemilih. Dalam konteks 9. broker politik dan jaringan lokal, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Broker mengurangi informasi. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Jaringan sosial memberi trust. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Broker juga dapat memaksa. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Profesionalisasi program mengurangi peran. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial 

dan figur politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang 

transparan, semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

10. Personalisasi Program Publik 
Foto dan nama menciptakan asosiasi. Dalam konteks 10. personalisasi program publik, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 
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Seremoni memperkuat visibility. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Pesan verbal dapat mengubah makna. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Branding institusi lebih netral. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Personalization risk perlu diatur. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

11. Timing Elektoral dan Political Budget Cycle 
Belanja dapat berubah menjelang pemilu. Dalam konteks 11. timing elektoral dan political budget cycle, 

analisis harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan 

kekurangan. Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program 

menjadi klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian 

manfaat dengan dukungan politik. 

Timing tidak selalu ilegal. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Need shock dapat menjelaskan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Rule-based schedule mengurangi kecurigaan. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima 

bantuan karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, 

kandidat, isu lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi 

penerimaan bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Disclosure penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 
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Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 

Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 

Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

12. Data Penerima dan Kekuasaan Administratif 
Data menentukan akses. Dalam konteks 12. data penerima dan kekuasaan administratif, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Kesalahan data menciptakan ketergantungan. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker 

memiliki discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan 

diselesaikan. Ketika warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih 

bernilai. Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Broker dapat memediasi koreksi. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Appeal mengurangi patronase. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Privacy harus dijaga. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 
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13. Digitalisasi Bansos dan Patronase Digital 
Transfer langsung mengurangi broker. Dalam konteks 13. digitalisasi bansos dan patronase digital, analisis 

harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Digital identity meningkatkan targeting. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Platform dapat menciptakan kontrol baru. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Data dapat dipolitisasi. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Audit algoritma penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

14. Media Sosial, WhatsApp, dan Mobilisasi 
Pesan personal menyebar cepat. Dalam konteks 14. media sosial, whatsapp, dan mobilisasi, analisis harus 

dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Intermediary digital dapat mengganti broker fisik. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker 

memiliki discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan 

diselesaikan. Ketika warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih 

bernilai. Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Claiming dapat diperkuat. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 
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Disinformation menjadi risiko. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Literasi publik penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

15. Bansos dan Retrospective Voting 
Pemilih dapat menilai kinerja. Dalam konteks 15. bansos dan retrospective voting, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Reward incumbent tidak selalu clientelism. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker 

memiliki discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan 

diselesaikan. Ketika warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih 

bernilai. Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Program yang efektif dapat meningkatkan dukungan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum 

berasal dari negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan 

figur. Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa 

indebtedness atau meningkatkan credit claiming. 

Perbedaannya terletak pada aturan dan pertukaran. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat 

menerima bantuan karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, 

ideologi, kandidat, isu lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari 

korelasi penerimaan bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Demokrasi mengizinkan evaluasi kinerja. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial 

dan figur politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang 

transparan, semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Bantuan Sosial, Patronase, dan Loyalitas Politik 
 

 

 

Halaman 17 

16. Apakah Penerima Bansos Pasti Loyal? 
Tidak ada determinisme. Dalam konteks 16. apakah penerima bansos pasti loyal?, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Pemilih memiliki preferensi kompleks. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Bantuan dapat diterima tanpa balasan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Loyalitas membutuhkan mekanisme. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Survey perlu hati-hati. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

17. Etika Politik Bantuan Sosial 
Warga rentan tidak boleh dieksploitasi. Dalam konteks 17. etika politik bantuan sosial, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Dana publik bukan milik pejabat. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Komunikasi harus jujur. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 
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Hak pilih harus bebas. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Dignity penerima penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

18. Hukum Pemilu dan Politik Uang di Indonesia 
Pemilu harus jujur dan adil. Dalam konteks 18. hukum pemilu dan politik uang di indonesia, analisis harus 

dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Politik uang dilarang. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion untuk 

menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga tidak 

dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Bawaslu memberi interpretasi bansos. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Pembuktian membutuhkan unsur. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Hukum perlu kepastian. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 
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Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 

Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

19. Netralitas Aparatur dan Penggunaan Fasilitas Negara 
Aparatur mengelola program. Dalam konteks 19. netralitas aparatur dan penggunaan fasilitas negara, analisis 

harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Netralitas menjaga trust. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Fasilitas negara tidak boleh partisan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Instruksi informal sulit diawasi. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Whistleblower penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

20. Desentralisasi dan Patronase Lokal 
Daerah memiliki diskresi. Dalam konteks 20. desentralisasi dan patronase lokal, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 
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Kedekatan sosial tinggi. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Broker lokal kuat. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Transfer dan program lokal dapat dipersonalisasi. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat 

menerima bantuan karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, 

ideologi, kandidat, isu lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari 

korelasi penerimaan bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Transparansi daerah penting. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

21. Koperasi, Komunitas, dan Broker Sosial 
Organisasi komunitas bisa jadi saluran. Dalam konteks 21. koperasi, komunitas, dan broker sosial, analisis 

harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Kepercayaan dapat dimanfaatkan politik. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker 

memiliki discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan 

diselesaikan. Ketika warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih 

bernilai. Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Tidak semua intermediary partisan. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Governance melindungi independensi. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Civil society dapat mengawasi. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 
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Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

22. Dampak Patronase terhadap Demokrasi 
Kompetisi menjadi tidak setara. Dalam konteks 22. dampak patronase terhadap demokrasi, analisis harus 

dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Program berubah menjadi alat loyalty. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Accountability melemah. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Pemilih dinilai sebagai klien. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Ideologi dapat tergeser. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

23. Dampak Patronase terhadap Kualitas Kebijakan 
Targeting dapat menyimpang. Dalam konteks 23. dampak patronase terhadap kualitas kebijakan, analisis 

harus dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Belanja mengikuti kebutuhan politik. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 
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Program sulit dievaluasi. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Data dapat dimanipulasi. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Profesionalisme menurun. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

24. Perlindungan Sosial sebagai Hak Kewargaan 
Hak mengurangi rasa utang. Dalam konteks 24. perlindungan sosial sebagai hak kewargaan, analisis harus 

dimulai dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. 

Keberadaan manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi 

klientelistik. Yang menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat 

dengan dukungan politik. 

Rules menciptakan predictability. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Universalism dapat mengurangi stigma. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari 

negara dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. 

Persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Targeting tetap mungkin. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Citizenship memperkuat agency. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 
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25. Depersonalized Social Protection 
Institutional branding netral. Dalam konteks 25. depersonalized social protection, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Schedule prediktabel. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion untuk 

menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga tidak 

dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Eligibility rule-based. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Data transparan agregat. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Complaint independen. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. 

Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil 

peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 

Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 

Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

26. Studi Kasus Analitis 
Kasus membantu membedakan mekanisme. Dalam konteks 26. studi kasus analitis, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 
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menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Tidak semua distribusi adalah clientelism. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker 

memiliki discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan 

diselesaikan. Ketika warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih 

bernilai. Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Evidence penting. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Comparative analysis membantu. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Context matters. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. Semakin 

eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil peluang 

seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

27. Peta Jalan Reformasi 2026-2045 
Reformasi data tahap awal. Dalam konteks 27. peta jalan reformasi 2026-2045, analisis harus dimulai dari 

fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Depersonalisasi komunikasi. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion 

untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga 

tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Pengawasan elektoral diperkuat. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Digital accountability berkembang. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan 

karena kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu 

lokal, atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan 

bantuan dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Bantuan Sosial, Patronase, dan Loyalitas Politik 
 

 

 

Halaman 25 

Social citizenship menjadi tujuan. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

28. Agenda Pengawasan Pemilu 
Risk mapping diperlukan. Dalam konteks 28. agenda pengawasan pemilu, analisis harus dimulai dari fungsi 

asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan manfaat 

material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Timing dipantau. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki discretion untuk 

menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika warga tidak 

dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. Ketidakpastian 

administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

Communication ditelusuri. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Broker dan ASN diawasi. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Complaint cepat. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur politik. Semakin 

eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, semakin kecil peluang 

seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

Dimensi Programatik Risiko Patronase 

Eligibility Kriteria umum Diskresi personal 

Timing Jadwal reguler Disesuaikan politik 

Branding Nama institusi Nama/foto figur 

Delivery Otomatis/direct Melalui broker 

Appeal Formal dan tercatat Lewat kedekatan 
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Political condition Tidak ada Ekspektasi dukungan 

 

29. Agenda Penelitian IBM ASMI 
Survey dapat mengukur perception. Dalam konteks 29. agenda penelitian ibm asmi, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Experiment dapat menguji framing. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 

PLS-SEM dapat menguji loyalty. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara 

dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi 

tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau 

meningkatkan credit claiming. 

Data ethics penting. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena kebutuhan, 

tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, atau 

penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan dan 

pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Kajian lintas disiplin diperlukan. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak sosial dan figur 

politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang transparan, 

semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 

30. Kesimpulan: Bantuan Tanpa Utang Politik 
Bansos harus tetap ada. Dalam konteks 30. kesimpulan: bantuan tanpa utang politik, analisis harus dimulai 

dari fungsi asli bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko dan kekurangan. Keberadaan 

manfaat material dalam politik tidak dengan sendirinya membuat sebuah program menjadi klientelistik. Yang 

menentukan adalah aturan, akses, kontingensi, dan hubungan antara pemberian manfaat dengan dukungan 

politik. 

Hak sosial harus depersonalized. Patronase menjadi lebih mungkin ketika pejabat atau broker memiliki 

discretion untuk menentukan siapa menerima, kapan menerima, atau bagaimana keluhan diselesaikan. Ketika 

warga tidak dapat memprediksi hak berdasarkan aturan, hubungan personal menjadi lebih bernilai. 

Ketidakpastian administratif dengan demikian dapat menjadi bahan bakar clientelism. 
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Pemilih harus bebas. Personalisasi juga penting. Program yang secara hukum berasal dari negara dapat 

dipersepsikan sebagai kemurahan hati individu bila komunikasi publik menonjolkan figur. Persepsi tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan suara, tetapi dapat menciptakan rasa indebtedness atau meningkatkan 

credit claiming. 

Institusi mengurangi patronase. Di sisi lain, warga bukan objek pasif. Mereka dapat menerima bantuan karena 

kebutuhan, tetap kritis terhadap pemerintah, dan memilih berdasarkan identitas, ideologi, kandidat, isu lokal, 

atau penilaian kinerja. Karena itu, penelitian yang menyimpulkan kausalitas dari korelasi penerimaan bantuan 

dan pilihan politik perlu sangat hati-hati. 

Demokrasi dan welfare dapat saling memperkuat. Solusi kelembagaan adalah memperbesar jarak antara hak 

sosial dan figur politik. Semakin eligibility, jadwal, nominal, data, dan prosedur ditentukan oleh sistem yang 

transparan, semakin kecil peluang seorang patron mengklaim bahwa akses warga bergantung pada loyalitas. 

Prinsip analitis yang digunakan dalam artikel ini adalah membedakan programmatic redistribution dari 

clientelistic exchange. Programmatic redistribution menggunakan kategori umum, dapat diaudit, dan tidak 

mengharuskan dukungan politik. Clientelistic exchange menghubungkan manfaat partikular dengan hubungan 

atau ekspektasi dukungan yang dapat dipantau secara langsung maupun melalui jaringan broker. 
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Studi Kasus Analitis 

Kasus 1: Transfer Reguler Menjelang Pemilu 

Program yang memiliki jadwal bulanan tetap dan eligibility konsisten tetap dapat disalurkan pada masa pemilu 

tanpa otomatis menjadi patronase. Risiko meningkat jika komunikasi mengaitkan transfer dengan kandidat 

atau pejabat tertentu. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 2: Penambahan Bantuan karena Shock Harga 

Kenaikan bantuan akibat inflasi atau bencana dapat sah bila formula kebutuhan dan keputusan fiskalnya 

transparan. Analisis perlu melihat apakah kebijakan berlaku umum, berbasis data, dan tidak disertai quid pro 

quo. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 3: Penyerahan Simbolis oleh Pejabat 

Seremoni dapat berfungsi komunikasi publik, tetapi personalisasi berlebihan dapat menggeser persepsi dari 

hak menjadi hadiah. Institutional branding dan disclosure sumber anggaran mengurangi risiko. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 4: Broker Membantu Masuk Daftar Penerima 

Ketika warga hanya dapat memperbaiki data melalui broker politik, akses sosial berubah menjadi sumber 

patronage. Grievance system langsung dan auditable memotong ketergantungan tersebut. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 5: Program Desa dan Kepala Lokal 

Diskresi tinggi di desa dapat memperkuat responsiveness tetapi juga membuka favoritism. Daftar kriteria, 

musyawarah transparan, dan audit sosial membantu menjaga fairness. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 
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Kasus 6: Pesan WhatsApp 'Bantuan dari Tokoh X' 

Pesan digital dapat menciptakan atribusi personal meski program berasal dari anggaran negara. Traceability 

komunikasi resmi dan literasi publik penting untuk membedakan sumber program. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 7: Penerima Bantuan Memilih Oposisi 

Kasus ini menunjukkan bahwa bantuan tidak menjamin loyalitas. Preferensi politik multidimensi dan secrecy 

of ballot mengurangi kemampuan patron menegakkan kontrak elektoral. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 8: Penerima Mendukung Incumbent karena Kinerja 
Dukungan karena program dianggap berhasil dapat merupakan retrospective voting yang sah. Perbedaannya 

dari clientelism adalah tidak ada syarat individual atau ancaman kehilangan bantuan karena pilihan politik. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 9: Ancaman Penghapusan Bantuan 

Jika penerima diberi kesan bahwa bantuan akan dihentikan bila tidak mendukung kandidat, hubungan berubah 

menjadi coercive clientelism. Kerahasiaan suara dan aturan eligibility perlu terus disosialisasikan. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 10: Program Universal 

Program universal cenderung lebih sulit dipersonalisasi karena akses tidak bergantung seleksi individual. 

Namun credit claiming tetap dapat terjadi pada level politik kinerja. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 11: Program Sangat Targeted 

Targeting meningkatkan efisiensi fiskal tetapi juga meningkatkan nilai discretion. Data quality, appeal, dan 

automatic rules menjadi sangat penting. 
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Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 12: Bansos Bencana 

Respons bencana membutuhkan kecepatan dan discretion lebih besar. Risiko patronase dapat dikurangi 

dengan disaster protocol, registry darurat, dan audit pasca-penyaluran. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 13: Bantuan dari Dana Pribadi Kandidat 
Bantuan privat kandidat dekat pemilu berbeda secara hukum dan etis dari program negara. Analisis harus 

merujuk aturan politik uang dan kampanye yang berlaku. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 14: Bantuan melalui Organisasi Sosial 

Organisasi non-negara dapat menjadi intermediary legitimate atau broker partisan. Governance, sumber dana, 

komunikasi, dan conditionality menentukan karakter. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Kasus 15: Digital Cash Transfer Otomatis 

Transfer langsung ke rekening mengurangi kontak patron, tetapi daftar penerima dan notifikasi tetap dapat 

dipolitisasi. Backend governance sama penting dengan delivery channel. 

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kategori politik tidak dapat ditentukan hanya oleh ada atau tidaknya 

bantuan. Analisis harus menguji sumber dana, eligibility, discretion, timing, komunikasi, conditionality, 

monitoring, serta apakah pilihan politik penerima benar-benar diperlakukan sebagai syarat eksplisit atau 

implisit. 

Pendalaman Teoretis 

A. Patron-Client Relations 

Hubungan patron-klien klasik melibatkan ketimpangan sumber daya dan pertukaran yang berulang. Patron 

menyediakan perlindungan, pekerjaan, uang, atau akses; klien membalas dengan dukungan, loyalitas, 

informasi, atau mobilisasi. Hubungan ini sering bertahan ketika institusi formal lemah atau sulit diakses. 
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Dalam demokrasi modern, patronase tidak selalu berbentuk hubungan personal langsung. Partai, broker, 

organisasi, dan jaringan digital dapat memediasi pertukaran. Namun logika dasarnya tetap: akses partikular 

ditukar dengan dukungan. 

Patronase dapat coexist dengan program welfare. Negara yang memiliki program besar tetap dapat mengalami 

personalization jika implementasi bergantung pada broker lokal. 

Hubungan patron-klien cenderung melemah ketika warga memiliki alternatif: pasar kerja, layanan universal, 

grievance system, dan hak yang dapat ditegakkan tanpa perantara. 

Karena itu, penguatan social citizenship merupakan strategi anti-clientelism jangka panjang. 

B. Clientelism dan Contingency 
Clientelism membutuhkan setidaknya persepsi bahwa manfaat berkaitan dengan dukungan. Namun 

monitoring suara individual sulit karena ballot secret. Broker mengatasi masalah ini melalui social monitoring, 

turnout mobilization, dan inferensi kelompok. 

Pertukaran tidak selalu eksplisit. Voter dapat memahami norma resiprositas dari pengalaman atau pesan 

komunitas. Penelitian perlu membedakan inferred reciprocity dari coercion. 

Kontingensi juga dapat berada pada akses masa depan, bukan pembayaran sekali. Warga mungkin percaya 

hubungan baik dengan patron diperlukan agar keluhan atau bantuan berikutnya diproses. 

Program rule-based mengurangi contingency karena hak tetap ada meski preferensi politik berubah. 

Informasi publik tentang aturan eligibility menjadi alat penting untuk memutus persepsi ketergantungan. 

C. Vote Buying 

Vote buying biasanya merujuk pemberian uang, barang, atau manfaat dengan tujuan memengaruhi pilihan 

atau partisipasi elektoral. Di Indonesia, penelitian menunjukkan broker dan hubungan personal memainkan 

peran penting dalam strategi kandidat. 

Vote buying menghadapi enforcement problem karena suara rahasia. Oleh karena itu, candidate networks 

sering menargetkan loyalists atau pemilih yang dianggap dapat dipercaya. 

Efektivitas vote buying tidak sempurna. Sebagian penerima mengambil manfaat tetapi memilih lain. Hal ini 

menunjukkan agency dan lemahnya kontrak. 

Perbedaan dengan program sosial terletak pada sifat temporer, personal, serta kaitan elektoral yang lebih 

langsung. 

Analisis publik harus menghindari menyebut seluruh transfer pemerintah sebagai vote buying tanpa bukti 

unsur memengaruhi suara. 

D. Political Budget Cycles 

Political budget cycle theory memprediksi incumbent dapat mengubah belanja, pajak, atau transfer menjelang 

pemilu untuk meningkatkan dukungan. Bukti lintas negara bervariasi tergantung institusi, transparansi, dan 

kapasitas fiskal. 

Kenaikan belanja menjelang pemilu tidak otomatis membuktikan manipulasi karena siklus anggaran dan 

shock dapat bertepatan. Counterfactual dan pola historis diperlukan. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Bantuan Sosial, Patronase, dan Loyalitas Politik 
 

 

 

Halaman 32 

Rule fiscal serta independent audit mengurangi ruang manipulasi. Publication of monthly social spending 

membantu scrutiny. 

Program entitlement dengan formula otomatis lebih sulit dimanipulasi dibanding discretionary grant. 

Political budget cycle perlu dibedakan dari legitimate policy responsiveness. 

E. Retrospective Voting 

Demokrasi mengizinkan pemilih memberi reward atau punishment berdasarkan kinerja pemerintah. Jika 

pemerintah menjalankan program efektif dan pemilih memilih incumbent karena puas, itu merupakan 

accountability, bukan otomatis clientelism. 

Perbedaan utama adalah kebebasan dan universality. Pemilih tidak diberi syarat personal bahwa bantuan 

bergantung pada dukungan. 

Credit claiming adalah bagian normal politik, tetapi harus jujur tentang sumber program dan tidak 

menggunakan sumber daya negara secara partisan. 

Analisis normative perlu menjaga ruang bagi incumbent menjelaskan prestasi sekaligus mencegah 

personalisasi hak sosial. 

Retrospective voting justru dapat meningkatkan kualitas kebijakan bila pemerintah berlomba menunjukkan 

hasil. 

F. Prospective Voting dan Janji Program 
Kandidat secara sah menawarkan program sosial untuk masa depan. Janji kebijakan umum berbeda dari 

menjanjikan manfaat individual secara kontingen. 

Manifesto tentang peningkatan bantuan, pendidikan, atau kesehatan merupakan competition on policy. 

Pemilih memilih paket kebijakan yang mereka sukai. 

Batas menjadi bermasalah ketika janji berubah menjadi transaksi spesifik: dukungan individu ditukar manfaat 

yang tidak tersedia bagi semua kelompok eligible. 

Programmatic parties memerlukan platform jelas serta financing plan agar janji tidak sekadar populisme. 

Demokrasi yang sehat mendorong kompetisi proposal sosial, bukan kompetisi siapa yang paling mampu 

mendistribusikan hadiah personal. 

G. Poverty and Clientelism 

Teori klasik sering mengaitkan kemiskinan dengan clientelism karena marginal utility dari bantuan lebih 

tinggi bagi orang miskin. Namun hubungan empiris tidak linear. 

Berenschot menunjukkan variasi clientelism di Indonesia tidak cukup dijelaskan oleh kemiskinan; 

ketergantungan ekonomi pada negara dan struktur broker juga penting. 

Middle class dapat terlibat patronage melalui pekerjaan, kontrak, permit, atau akses birokrasi. Clientelism 

tidak hanya soal sembako atau uang tunai. 

Pengurangan kemiskinan membantu tetapi tidak otomatis menghapus patronase. Reformasi institusi, labor 

market, dan state access juga dibutuhkan. 

Karena itu, anti-clientelism tidak boleh menyalahkan orang miskin; fokus harus pada desain sistem dan 

struktur kekuasaan. 
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H. Brokerage 

Broker menghubungkan kandidat dengan pemilih dalam lingkungan informasi terbatas. Mereka mengetahui 

keluarga, jaringan, kebutuhan, dan sejarah dukungan. 

Broker juga menghubungkan warga dengan birokrasi. Fungsi ini bisa legitimate bila sistem sulit, tetapi dapat 

berubah menjadi patronage ketika akses dibalas loyalitas. 

Digital registry dan one-stop service dapat mengurangi kebutuhan intermediary, tetapi sebagian warga tetap 

membutuhkan assisted service. 

Anti-broker reform tidak berarti menghilangkan community facilitator; yang penting adalah facilitator bekerja 

berdasarkan rule, bukan partisanship. 

Monitoring broker membutuhkan evidence karena hubungan sosial sering informal. 

I. Credit Claiming 
Politisi memiliki insentif mengklaim keberhasilan kebijakan. Dalam sistem demokrasi, credit claiming normal 

selama informasi akurat. 

Masalah muncul ketika program negara dipresentasikan sebagai pemberian pribadi atau ketika simbol partisan 

ditempelkan pada barang publik. 

Institutional communication dapat menyebut pemerintah sebagai penyelenggara tanpa menonjolkan individu. 

Informasi sumber anggaran dan eligibility memperkuat pemahaman warga. 

Media juga berperan membedakan policy achievement dari personal generosity. 

Literasi fiskal membantu warga memahami bahwa bansos berasal dari anggaran publik dan keputusan 

institusional. 

J. Social Citizenship 

Social citizenship memandang akses terhadap perlindungan minimum sebagai bagian keanggotaan politik, 

bukan charity. Hak sosial mengurangi rasa utang personal. 

Universal or categorical programs sering membangun social citizenship kuat, tetapi targeted programs juga 

dapat melakukannya jika aturan jelas. 

Grievance mechanism penting karena hak tanpa appeal mudah berubah menjadi discretion. 

Portability membantu warga tidak bergantung pada patron lokal ketika berpindah wilayah. 

Social citizenship dan secret ballot bersama-sama memperkuat otonomi pemilih. 

Kerangka Depersonalized Social Protection 
Pilar Desain Tujuan Demokratik 

Rule-based eligibility Kriteria objektif dan 

dipublikasikan 

Mengurangi discretion 

Predictable schedule Jadwal reguler/formula shock Mengurangi timing manipulatif 

Institutional branding Nama lembaga/program Mengurangi personal credit 
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Direct delivery Transfer formal dan tercatat Mengurangi broker partisan 

Data governance Audit, privacy, update Mencegah manipulasi daftar 

Grievance Banding mudah dan independen Mengurangi ketergantungan 

Transparency Anggaran dan agregat penyaluran Memperkuat oversight 

 

Lima Skenario Politik Bantuan Sosial 

Skenario 1: Welfare Programatik 
Bantuan memiliki kriteria, jadwal, branding institusi, dan grievance yang jelas. Dukungan politik dapat 

berubah karena evaluasi kinerja, tetapi tidak ada ketergantungan individual. 

Skenario 2: Credit Claiming Intensif 
Program tetap rule-based tetapi komunikasi sangat mempersonalisasi aktor. Risiko terutama pada fairness 

komunikasi dan incumbent advantage, bukan otomatis clientelism. 

Skenario 3: Brokered Access 

Eligibility formal ada tetapi warga percaya broker diperlukan untuk masuk daftar atau memperbaiki data. 

Hubungan patronase tumbuh pada titik implementasi. 

Skenario 4: Electoral Conditionality 

Penerima diberi janji, tekanan, atau sinyal bahwa manfaat bergantung pada pilihan. Ini mendekati clientelistic 

exchange dan dapat masuk ranah politik uang tergantung unsur hukum. 

Skenario 5: Social Citizenship 

Warga memahami bantuan sebagai hak, transfer otomatis, pilihan rahasia, dan partai bersaing pada kualitas 

kebijakan. Welfare memperkuat demokrasi. 

Balanced Scorecard Integritas Bantuan Sosial 
Perspektif Tujuan Indikator Risiko 

Coverage Yang membutuhkan 

terlindungi 

Coverage/exclusion Undercoverage 

Accuracy Targeting adil Error rate Favoritism 

Predictability Jadwal jelas On-time payment Electoral timing 

Depersonalization Program institusional Branding audit Personality cult 

Data Daftar kredibel Update/appeal Political manipulation 

Delivery Minim perantara 

partisan 

Direct transfer Broker dependence 
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Electoral integrity Tidak ada quid pro quo Complaints/cases Vote buying 

Dignity Penerima dihormati Experience metrics Stigma/coercion 

 

Peta Jalan Reformasi 2026-2045 

Tahap 1: Audit Depersonalisasi (2026-2028) 

Petakan seluruh program bansos dari eligibility, jadwal, branding, delivery, data, dan grievance. Identifikasi 

titik discretion serta risiko personalisasi. 

Tahap 2: Rule-Based Delivery (2026-2030) 

Perluas transfer otomatis, formula penyesuaian shock, dan publication schedule agar perubahan tidak mudah 

dikaitkan dengan momentum politik. 

Tahap 3: Institutional Communication (2026-2030) 

Standarisasi komunikasi program publik, sumber anggaran, hak penerima, dan larangan penggunaan simbol 

partisan pada delivery resmi. 

Tahap 4: Grievance and Data Rights (2027-2032) 

Bangun sistem koreksi data yang dapat diakses langsung oleh warga tanpa broker, lengkap dengan appeal, 

audit trail, dan privacy. 

Tahap 5: Electoral Firewall (2028-2035) 

Kembangkan protokol masa pemilu untuk pejabat, ASN, seremoni, perubahan program, dan disclosure publik 

tanpa menghentikan hak penerima. 

Tahap 6: Digital Integrity (2030-2040) 
Audit algoritma targeting, akses data, notifikasi, dan komunikasi digital agar teknologi tidak menjadi 

patronase baru. 

Tahap 7: Social Citizenship 2045 (2035-2045) 

Bangun pemahaman publik bahwa perlindungan sosial adalah hak berbasis aturan, sementara kompetisi 

politik berlangsung pada kualitas program dan kinerja. 

Dua Puluh Rekomendasi Kebijakan 
1. Pertahankan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan meski berdekatan dengan pemilu; jangan menghukum 

penerima demi optics politik. 

2. Publikasikan kalender penyaluran program reguler jauh sebelum periode kampanye. 

3. Gunakan formula otomatis untuk penyesuaian bantuan akibat inflasi atau shock sejauh memungkinkan. 

4. Standarisasi branding program menggunakan nama institusi, bukan figur personal. 

5. Cantumkan sumber pembiayaan publik dan dasar eligibility pada materi resmi. 
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6. Larang penggunaan simbol kampanye pada kemasan, kartu, atau acara penyaluran resmi. 

7. Kurangi seremoni penyerahan individual dan prioritaskan transfer langsung. 

8. Pastikan data penerima memiliki mekanisme update dan appeal yang tidak memerlukan broker politik. 

9. Catat seluruh perubahan besar pada eligibility atau nominal menjelang pemilu beserta policy justification. 

10. Perkuat audit BPK, internal government audit, serta akses pengawasan Bawaslu sesuai kewenangan. 

11. Susun protokol netralitas ASN khusus program sosial menjelang pemilu. 

12. Lindungi whistleblower yang melaporkan instruksi partisan dalam penyaluran. 

13. Tingkatkan literasi publik bahwa bansos berasal dari anggaran negara dan bukan hadiah pribadi. 

14. Kembangkan dashboard agregat penyaluran per wilayah untuk mendeteksi anomaly tanpa membuka data 

pribadi. 

15. Audit penggunaan WhatsApp, SMS, dan media sosial resmi agar tidak memuat pesan partisan. 

16. Bedakan komunikasi kinerja pemerintah dari acara penyaluran bantuan secara fisik. 

17. Dalam penelitian, hindari menyimpulkan clientelism hanya dari korelasi antara penerima bantuan dan 

dukungan politik. 

18. Perkuat universal basic services untuk mengurangi ketergantungan warga pada akses partikular. 

19. Tingkatkan kualitas employment dan social insurance agar kerentanan ekonomi tidak mudah 

dimanfaatkan secara politik. 

20. Jadikan kebebasan penerima bantuan memilih tanpa rasa utang sebagai indikator integritas demokrasi. 

Agenda Penelitian IBM ASMI 
1. Menguji hubungan perceived personalization of social assistance dengan political loyalty menggunakan 

PLS-SEM. 

2. Menguji apakah perceived entitlement memediasi hubungan penerimaan bantuan dan gratitude toward 

incumbent. 

3. Mengembangkan skala Social Assistance Depersonalization. 

4. Menguji pengaruh institutional branding versus personal branding melalui survey experiment. 

5. Meneliti peran broker sebagai mediator antara administrative complexity dan political dependency. 

6. Menguji apakah grievance accessibility menurunkan perceived need for political intermediary. 

7. Menganalisis pengaruh digital transfer terhadap broker dependence. 

8. Mengukur literacy fiskal penerima bansos mengenai sumber anggaran. 

9. Menguji perbedaan retrospective voting dan clientelistic loyalty secara empiris. 

10. Menganalisis WhatsApp political communication dan atribusi bantuan dengan etika data yang ketat. 

11. Mengkaji perbedaan patronase di wilayah rural, urban, dan state-dependent local economies. 

12. Menguji hubungan employment insecurity dengan susceptibility to clientelistic appeals. 

13. Menganalisis efek social assistance predictability terhadap political autonomy. 
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14. Mengembangkan indeks Electoral Integrity of Social Protection. 

15. Mengkaji pengalaman penerima tentang dignity, stigma, dan political pressure. 

16. Meneliti peran ASN dan frontline workers dalam menjaga netralitas implementasi. 

17. Menguji hubungan universal services dengan penurunan reliance pada patron. 

18. Melakukan comparative case study antarprovinsi mengenai depersonalisasi bansos. 

19. Menganalisis public procurement dan patronage sebagai bentuk lain clientelism di luar bansos. 

20. Mengembangkan modul etika kebijakan publik dan political economy untuk mahasiswa manajemen. 

Glossarium 
Bantuan sosial: Transfer uang, barang, atau layanan yang ditujukan untuk melindungi individu atau rumah 

tangga dari kemiskinan dan risiko sosial. 

Perlindungan sosial: Sistem kebijakan untuk melindungi warga dari kemiskinan, kerentanan, shock, dan 

risiko siklus hidup. 

Patronase: Distribusi manfaat partikular oleh aktor berkuasa kepada individu atau kelompok untuk 

membangun dukungan atau jaringan. 

Klientelisme: Pertukaran politik yang bersifat partikular dan kontingen antara patron atau broker dengan 

klien. 

Patron: Aktor yang memiliki sumber daya dan akses yang dapat diberikan kepada pihak lain. 

Klien: Penerima manfaat dalam hubungan patron-klien yang dapat membalas melalui dukungan, loyalitas, 

atau jasa. 

Broker politik: Perantara yang menghubungkan kandidat, pejabat, atau partai dengan pemilih dan jaringan 

lokal. 

Vote buying: Pemberian atau janji manfaat untuk memengaruhi pilihan atau partisipasi elektoral. 

Political budget cycle: Perubahan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan siklus pemilu dan insentif elektoral 

incumbent. 

Credit claiming: Upaya aktor politik menghubungkan dirinya dengan manfaat atau keberhasilan kebijakan. 

Retrospective voting: Pilihan politik berdasarkan penilaian kinerja masa lalu pemerintah atau pejabat. 

Prospective voting: Pilihan berdasarkan kebijakan atau janji yang diharapkan pada masa depan. 

Programmatic redistribution: Distribusi manfaat berdasarkan aturan umum dan kategori yang dapat diaudit, 

bukan hubungan personal. 

Particularism: Distribusi manfaat berdasarkan individu, jaringan, atau kelompok tertentu secara diskresioner. 

Conditionality politik: Ekspektasi bahwa manfaat bergantung pada dukungan politik penerima. 

Quid pro quo: Pertukaran langsung atau implisit: sesuatu diberikan dengan harapan balasan tertentu. 

Depersonalisasi: Pemisahan program publik dari citra dan hubungan personal pejabat atau kandidat. 

Eligibility: Kriteria yang menentukan siapa berhak menerima program. 
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Discretion: Ruang kebebasan pejabat atau pelaksana dalam mengambil keputusan administratif. 

Grievance mechanism: Mekanisme pengaduan dan koreksi bagi warga yang mengalami kesalahan atau 

ketidakadilan. 

Social citizenship: Gagasan bahwa hak sosial merupakan bagian dari status kewargaan dan tidak bergantung 

pada belas kasih pribadi. 

Incumbency advantage: Keuntungan politik yang dapat dimiliki pejabat petahana karena jabatan, visibility, 

atau rekam kinerja. 

Netralitas ASN: Prinsip bahwa aparatur sipil negara menjalankan tugas tanpa berpihak pada peserta politik. 

Politik uang: Praktik pemberian atau janji manfaat yang dilarang hukum dalam konteks tertentu untuk 

memengaruhi pilihan politik. 

Targeting: Proses menentukan kelompok penerima berdasarkan kriteria kebutuhan. 

Universalism: Desain program yang mencakup seluruh warga atau kategori luas tanpa seleksi individual yang 

sempit. 

Registry sosial: Basis data individu atau rumah tangga yang digunakan untuk penentuan program sosial. 

Broker dependence: Ketergantungan warga pada perantara untuk mengakses hak atau layanan. 

Electoral integrity: Kualitas pemilu yang bebas, adil, jujur, dan tidak dimanipulasi melalui sumber daya atau 

tekanan yang tidak sah. 

Political autonomy: Kemampuan warga menentukan preferensi politik tanpa coercion, dependency, atau rasa 

utang yang tidak semestinya. 
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Catatan Data dan Kerangka Hukum Mutakhir 
Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 

persen atau 23,36 juta orang. Angka ini menegaskan bahwa kebijakan perlindungan sosial tetap memiliki 

fungsi substantif yang besar dan tidak dapat dihentikan hanya karena kalender politik. 

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kerahasiaan suara merupakan salah satu penghalang 

mendasar terhadap enforcement hubungan clientelistic karena patron tidak dapat mengetahui pilihan individu 

secara pasti. 

Bawaslu pada Januari 2024 menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan program pemerintah yang tidak 

berhubungan dengan pemilu. Namun bila bantuan digunakan untuk menjanjikan atau memberikan manfaat 

agar pemilih memilih peserta tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya, tindakan tersebut dapat 

dikualifikasikan sebagai politik uang menurut unsur yang berlaku. 

UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan tetap menjadi rujukan 

penting mengenai larangan serta penggunaan fasilitas jabatan pada pemilihan daerah, dengan perkembangan 

putusan konstitusional yang perlu selalu diperiksa pada saat implementasi. 

Karena status hukum dapat berkembang melalui perubahan undang-undang, peraturan teknis, putusan 

pengadilan, dan keputusan penyelenggara pemilu, analisis hukum pada kasus konkret harus menggunakan 

ketentuan yang berlaku pada waktu peristiwa serta bukti faktual yang spesifik. 

Penutup Reflektif 
Bantuan sosial adalah salah satu instrumen negara yang paling dekat dengan kehidupan warga miskin dan 

rentan. Karena kedekatannya, ia juga memiliki potensi simbolik yang sangat besar dalam politik. 

Potensi tersebut tidak perlu membuat masyarakat curiga terhadap setiap program. Negara tetap wajib 

melindungi warga, termasuk pada tahun pemilu. 

Yang perlu dicegah adalah perubahan makna: dari hak menjadi hadiah, dari warga menjadi klien, dan dari 

kebijakan menjadi alat ketergantungan. 

Patronase tumbuh ketika hak tidak pasti dan akses bergantung pada perantara. Oleh karena itu, rule-based 

administration merupakan kebijakan demokrasi sekaligus kebijakan sosial. 

Personalisasi memperkuat kemungkinan atribusi kepada figur. Komunikasi institusional yang sederhana dapat 

membantu warga memahami sumber anggaran dan haknya. 

Broker dapat menjalankan fungsi sosial nyata ketika birokrasi sulit diakses. Reformasi tidak boleh hanya 

melarang broker, tetapi membuat broker tidak diperlukan untuk memperoleh hak. 

Digitalisasi menawarkan peluang besar melalui transfer langsung dan audit trail. Namun data serta komunikasi 

digital dapat menciptakan patronase baru jika governance lemah. 

Pemilih tetap memiliki agency. Menerima bantuan tidak berarti menjual suara, dan analisis akademik harus 

menghormati kompleksitas keputusan politik warga. 

Dukungan kepada incumbent karena puas terhadap kebijakan juga tidak identik dengan clientelism. 

Demokrasi memang memberi ruang kepada warga untuk menilai kinerja. 
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Batas normatifnya adalah conditionality: bantuan tidak boleh dibuat bergantung pada dukungan politik 

individual atau digunakan untuk mengancam kebebasan memilih. 

Secret ballot memberi perlindungan penting, tetapi social pressure dan broker monitoring masih dapat 

menciptakan persepsi bahwa suara dapat diketahui. Pendidikan pemilih perlu menegaskan kerahasiaan. 

Kemiskinan bukan penyebab moral politik uang. Struktur institusi, ketergantungan, dan competition 

menentukan peluang clientelism. Menyalahkan warga miskin justru mengaburkan tanggung jawab aktor yang 

menguasai sumber daya. 

Social citizenship adalah jawaban jangka panjang. Ketika warga yakin bahwa haknya ditentukan aturan, 

mereka tidak perlu memelihara hubungan personal dengan pejabat untuk mendapat layanan. 

Universal basic services seperti pendidikan, kesehatan, air, dan transportasi juga mengurangi ruang patronase 

karena akses tidak dinegosiasikan secara individual. 

Targeted social assistance tetap diperlukan, tetapi targeting perlu data yang dapat dikoreksi dan mekanisme 

appeal yang kuat. 

Pemilu yang sehat membutuhkan firewall antara fungsi pemerintahan dan kompetisi partisan. Pejabat tetap 

harus bekerja, tetapi sumber daya negara tidak boleh dipakai untuk menekan atau membeli pilihan. 

Pengawasan publik perlu bersifat evidence-based. Timing, foto, atau persepsi dapat menjadi sinyal risiko 

tetapi bukan otomatis bukti pelanggaran. 

Sebaliknya, legal formalism yang terlalu sempit juga tidak cukup. Praktik dapat memengaruhi kebebasan 

pemilih melalui sinyal atau jaringan tanpa transaksi eksplisit. 

Karena itu, kombinasi hukum, etika, desain administratif, audit, dan literasi politik diperlukan. 

Bawaslu memiliki fungsi penting, tetapi integritas sosial protection bukan hanya tanggung jawab 

penyelenggara pemilu. Kementerian, pemerintah daerah, auditor, media, akademisi, dan masyarakat sipil 

memiliki peran. 

Perguruan tinggi dapat membantu dengan riset yang membedakan clientelism dari policy responsiveness, 

mengukur mekanisme, dan menghindari kesimpulan partisan yang tidak didukung data. 

IBM ASMI dapat mengembangkan kajian political economy, management, digital governance, dan social 

policy secara lintas disiplin. 

Riset manajemen juga relevan karena frontline administration, data governance, process design, dan 

communication menentukan apakah program dipersepsikan sebagai hak atau hadiah. 

Pada 2045, Indonesia sebaiknya memiliki sistem bantuan yang begitu institusional sehingga perubahan 

presiden, gubernur, bupati, atau wali kota tidak mengubah hak dasar warga secara arbitrer. 

Partai dan kandidat tetap bebas mengusulkan program lebih baik, lebih besar, atau lebih efisien. Kompetisi 

politik kemudian bergerak pada desain kebijakan, bukan kemampuan mempersonalisasi distribusi. 

Keadaan tersebut tidak mengurangi politik; justru meningkatkan kualitas politik. Pemilih menilai ide, kinerja, 

dan integritas, sementara kebutuhan dasar tidak menjadi alat tawar. 

Bantuan sosial yang depersonalized juga lebih efektif karena pelaksana fokus pada coverage dan outcome, 

bukan visibility aktor. 
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Penerima memperoleh martabat lebih besar karena tidak harus menyatakan rasa terima kasih politik untuk hak 

yang memang ditetapkan negara. 

Demokrasi menjadi lebih sehat ketika warga dapat mengatakan: saya menerima bantuan karena berhak, dan 

saya memilih karena keyakinan saya. 

Kalimat tersebut merangkum tujuan normatif artikel ini. Social protection harus memberi keamanan ekonomi, 

bukan utang politik. 

Dalam masyarakat yang demikian, kesejahteraan dan demokrasi tidak saling melemahkan. Keduanya saling 

memperkuat melalui institusi yang adil, transparan, dan menghormati kebebasan warga. 

Catatan Penulis 
Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan pada 

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Pembahasan bersifat analitis dan non-partisan; contoh politik 

digunakan untuk menjelaskan mekanisme kelembagaan, bukan untuk mengatribusikan pelanggaran kepada 

aktor tertentu tanpa proses pembuktian. 
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Pendalaman Lanjutan: Mekanisme, Risiko, dan Desain Pencegahan 

A. Dari Hak Sosial menjadi Utang Budi Politik 

Perubahan paling penting dalam proses politisasi bantuan terjadi pada level makna. Secara fiskal, uang berasal 

dari anggaran negara; secara administratif, penerima ditentukan oleh aturan; tetapi secara simbolik, manfaat 

dapat dikonstruksi sebagai pemberian pribadi seorang pejabat. Ketika konstruksi ini berhasil, penerima dapat 

merasakan kewajiban moral untuk membalas, sekalipun tidak ada perjanjian eksplisit. 

Norma resiprositas adalah bagian normal kehidupan sosial. Masalah muncul ketika norma tersebut 

ditempelkan pada hak publik. Warga yang menerima hak seharusnya tidak dibebani kewajiban personal. 

Karena itu, komunikasi program perlu memisahkan rasa syukur atas kebijakan dari loyalitas kepada individu. 

Rasa utang politik dapat tumbuh melalui bahasa sederhana seperti 'bantuan dari X', walaupun secara legal 

dana berasal dari APBN atau APBD. Pengulangan narasi melalui seremoni, baliho, grup pesan, atau aparat 

lokal dapat memperkuat atribusi. 

Pendekatan depersonalisasi bukan melarang pemerintah menjelaskan kebijakan. Pemerintah berhak 

menyampaikan capaian, tetapi penjelasan sebaiknya menyebut program, institusi, dasar hukum, dan sumber 

anggaran, bukan membangun relasi pemberi-penerima yang bersifat personal. 

Dalam demokrasi modern, warga boleh menghargai pemerintah yang menjalankan program baik. Yang harus 

dijaga adalah agar penghargaan itu lahir dari evaluasi kinerja, bukan keyakinan bahwa hak masa depan 

tergantung kesetiaan. 

B. Ketidakpastian sebagai Sumber Kekuasaan Patron 

Ketidakpastian administrative meningkatkan nilai seorang perantara. Jika warga tidak tahu kapan bantuan 

cair, apakah nama mereka masih terdaftar, atau bagaimana memperbaiki data, mereka akan mencari orang 

yang dianggap memiliki akses. Dalam situasi seperti ini, broker politik memperoleh kekuasaan tanpa harus 

mengendalikan seluruh anggaran. 

Karena itu, predictability memiliki nilai demokratis. Kalender pembayaran, status aplikasi, alasan penolakan, 

dan kanal koreksi yang mudah dapat mengurangi ketergantungan pada figur lokal. 

Ketidakpastian juga dapat muncul karena perubahan data sosial ekonomi yang cepat. Rumah tangga masuk 

dan keluar dari kerentanan, pindah alamat, atau mengalami shock. Sistem yang tidak responsif menciptakan 

ruang bagi rekomendasi informal. 

Automated rules tidak selalu sempurna, tetapi audit trail membuat perubahan dapat ditelusuri. Setiap override 

oleh pejabat sebaiknya tercatat dengan alasan. 

Semakin warga dapat menyelesaikan masalah melalui prosedur formal, semakin kecil nilai politik dari 

'membantu mengurus'. 

C. Frontline Bureaucracy dan Diskresi 
Petugas lapangan memegang peran penting karena mereka menerjemahkan aturan ke pengalaman warga. 

Diskresi diperlukan untuk menangani kasus yang tidak tercakup data, tetapi diskresi tanpa kontrol dapat 

membuka favoritisme. 

Street-level bureaucracy menghadapi beban kerja, informasi terbatas, dan tekanan sosial. Reformasi tidak 

cukup dengan aturan; petugas memerlukan training, sistem, staffing, dan perlindungan dari intervensi partisan. 
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Rotasi mendadak, instruksi informal, atau penggunaan petugas untuk acara politik dapat merusak netralitas 

yang sudah dibangun. Chain of command perlu jelas. 

Frontline workers juga membutuhkan kanal melaporkan tekanan tanpa risiko pembalasan. Whistleblower 

protection dan audit sampling dapat membantu. 

Profesionalisme pelaksana membuat warga melihat bantuan sebagai fungsi negara, bukan jasa pribadi. 

D. Political Branding dan Visual Politics 

Politik modern sangat visual. Warna, foto, slogan, gesture, dan panggung acara dapat membentuk atribusi 

lebih kuat daripada penjelasan hukum. Karena itu, integritas bansos juga memiliki dimensi desain komunikasi. 

Standard visual identity program sosial sebaiknya menggunakan simbol negara atau institusi, bukan personal 

portrait. Materi dapat mencantumkan informasi layanan, kriteria, dan pengaduan. 

Pejabat tetap dapat hadir pada acara resmi, tetapi distribusi individual yang repetitif menjelang pemilu 

memiliki risiko persepsi lebih besar. Alternatifnya adalah peluncuran kebijakan sekali dan delivery rutin 

melalui sistem. 

Media perlu membedakan antara pemberitaan aktivitas pemerintahan dan kampanye. Transparansi sumber 

materi membantu newsroom menilai konteks. 

Visual depersonalization adalah langkah administratif kecil dengan manfaat simbolik besar. 

E. Timing, Kalender Anggaran, dan Persepsi 
Program sosial memiliki kalender administratif sendiri: penetapan anggaran, pemutakhiran data, pencairan, 

serta respons terhadap shock. Kebetulan jadwal dengan pemilu tidak dapat dihindari sepenuhnya. 

Namun persepsi publik dapat terganggu bila terdapat lonjakan tidak biasa, perubahan kriteria mendadak, atau 

seremoni politik intensif. Karena itu, baseline historis dan policy justification penting. 

Disclosure bulanan atau triwulanan dapat menunjukkan apakah pola penyaluran sesuai seasonality dan 

kebutuhan. Transparansi mengurangi ruang spekulasi. 

Moratorium bansos menjelang pemilu adalah solusi yang buruk karena memindahkan biaya ke kelompok 

rentan. Electoral firewall harus mengatur cara, bukan menghapus hak. 

Prinsipnya adalah continuity of welfare, neutrality of delivery. 

F. Shock Ekonomi dan Ekspansi Bansos 

Krisis harga pangan, bencana, pandemi, atau perlambatan ekonomi dapat membutuhkan ekspansi cepat. 

Kondisi semacam itu sering bertepatan dengan kalender politik dan menciptakan dilema. 

Untuk menjaga legitimacy, pemerintah dapat menggunakan trigger yang sudah ditetapkan sebelumnya, 

misalnya indikator harga, bencana, atau kehilangan pendapatan. Formula mengurangi kesan keputusan dibuat 

untuk kepentingan elektoral. 

Emergency program tetap membutuhkan discretion, tetapi documentation dan sunset clause dapat membantu. 

Audit pasca-kejadian penting untuk membandingkan distribusi dengan exposure terhadap shock. 

Semakin desain contingency sudah ada sebelum pemilu, semakin kuat pertahanan terhadap politisasi. 
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G. Universal versus Targeted Programs 

Program universal lebih sulit digunakan untuk menyeleksi supporter karena semua anggota kategori menerima 

manfaat. Namun biaya fiskalnya lebih besar. 

Program targeted lebih efisien secara anggaran, tetapi selection creates discretion and information asymmetry. 

Karena itu, targeted program membutuhkan registry, appeal, dan audit lebih kuat. 

Hybrid design dapat menggunakan universal basic service dan targeted cash support. Struktur ini mengurangi 

ketergantungan pada manfaat partikular. 

Universalism juga menciptakan coalition luas untuk kualitas layanan, sedangkan program sangat sempit dapat 

lebih mudah distigma atau dipersonalisasi. 

Tidak ada desain tunggal; trade-off harus dinilai berdasarkan tujuan, fiskal, dan kapasitas administrasi. 

H. Social Registry dan Integritas Politik 
Registry sosial menjadi infrastruktur kekuasaan karena menentukan siapa terlihat oleh negara sebagai miskin 

atau rentan. Governance registry harus setara pentingnya dengan keamanan sistem pajak atau pemilu. 

Data update perlu berbasis event dan verifikasi, bukan rekomendasi politik. Community validation dapat 

membantu tetapi harus memiliki safeguard terhadap exclusion. 

Access control perlu mencegah penggunaan daftar penerima untuk microtargeting politik. Data individual 

tidak seharusnya tersedia bagi tim kampanye. 

Audit log atas siapa membuka atau mengubah data membantu deteksi penyalahgunaan. 

Warga juga perlu mengetahui hak data mereka dan cara memperbaiki informasi. 

I. Microtargeting Politik dan Data Bansos 
Data sosial ekonomi memungkinkan segmentasi yang sangat rinci. Dalam kebijakan, segmentasi berguna 

untuk targeting; dalam kampanye, data yang sama dapat digunakan untuk pesan politik yang sangat personal. 

Firewall data harus memisahkan government database dari campaign operation. Penggunaan nomor telepon, 

alamat, atau status bantuan untuk pesan partisan dapat menciptakan abuse of public data. 

Regulasi data pribadi, cybersecurity, dan electoral integrity bertemu pada isu ini. Pengawasan harus lintas 

lembaga. 

Penelitian akademik juga perlu etika tinggi ketika menggunakan data penerima. Anonymization dan consent 

penting. 

Digitalisasi tanpa firewall dapat mengubah patronase tradisional menjadi patronase berbasis data. 

J. WhatsApp Groups sebagai Infrastruktur Patronase 

Grup WhatsApp memiliki karakter semi-private, berbasis trust, dan terhubung jaringan keluarga, RT, 

organisasi, atau komunitas. Karakter ini membuatnya efektif untuk mobilisasi. 

Pesan mengenai jadwal bantuan dapat bercampur dengan pesan politik tanpa batas yang jelas. Admin grup 

dapat menjadi intermediary digital. 

Platformed patronage tidak selalu memerlukan pembayaran baru; atribusi, reminder, dan social pressure dapat 

dilakukan melalui jaringan. 
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Namun grup juga dapat menjadi ruang fact-checking dan pengawasan. Civil society dapat menggunakan kanal 

sama untuk menjelaskan hak penerima. 

Literasi digital perlu menekankan pemisahan informasi layanan resmi dari kampanye. 

K. Gratitude, Reciprocity, dan Political Psychology 
Rasa terima kasih adalah respons manusia yang wajar. Ketika manfaat dianggap berasal dari figur, gratitude 

dapat meningkatkan afeksi politik. 

Namun gratitude tidak sama dengan obligation. Dalam demokrasi, warga boleh berterima kasih dan tetap 

memilih berbeda. 

Framing menentukan sumber gratitude: kepada negara, pemerintah sebagai institusi, atau individu. Karena 

itu, desain komunikasi memengaruhi political psychology. 

Survey dapat mengukur perceived source, gratitude, obligation, fear of loss, dan vote intention secara terpisah. 

Menyatukan semuanya menjadi 'loyalitas' akan kehilangan nuansa. 

Penelitian yang baik melihat mediator dan moderator, termasuk pendidikan politik, pengalaman birokrasi, dan 

alternative income. 

L. Fear of Loss dan Coercive Clientelism 
Clientelism tidak selalu berbasis hadiah; ia dapat berbasis ancaman kehilangan. Penerima mungkin takut 

dihapus dari daftar jika diketahui tidak mendukung. 

Secret ballot seharusnya mencegah verifikasi suara, tetapi warga mungkin tidak sepenuhnya percaya bahwa 

pilihan rahasia. Rumor mengenai kemampuan melacak suara dapat meningkatkan fear. 

Pendidikan pemilih perlu menjelaskan prosedur kerahasiaan dan bahwa eligibility bantuan tidak bergantung 

pada pilihan. 

Setiap ancaman eksplisit perlu memiliki kanal pelaporan cepat dan perlindungan saksi. 

Depoliticized database dan automatic payment mengurangi credibility ancaman. 

M. Pemilih Rasional dan Benefit Evaluation 
Pemilih yang menerima bantuan dapat secara rasional menilai program sebagai bagian kinerja pemerintah. 

Jika kebijakan menurunkan risiko dan meningkatkan kesejahteraan, mendukung pemerintah dapat menjadi 

pilihan policy-based. 

Ini berbeda dari transaksi individual. Programmatic reward merupakan fungsi accountability: pemerintah 

memiliki insentif bekerja baik agar dipilih kembali. 

Analisis harus memperhatikan apakah manfaat diberikan berdasarkan criteria umum dan apakah kelompok 

non-supporter tetap menerima. 

Jika program berlanjut terlepas dari hasil pemilu karena memiliki dasar hukum, ketergantungan personal 

semakin kecil. 

Demokrasi berkualitas tidak menghapus electoral reward for good policy; ia menghapus coercive or selective 

exchange. 
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N. Partisan Competition dan Welfare Expansion 

Kompetisi partai dapat menghasilkan perluasan welfare ketika kandidat berlomba menawarkan program 

populer. Ini dapat positif jika program dibiayai secara sustainable dan didesain baik. 

Risiko muncul ketika persaingan berubah menjadi bidding manfaat jangka pendek tanpa financing, atau 

distribusi personal yang sulit diaudit. 

Manifesto policy perlu mencantumkan target, eligibility, dan sumber dana. Dengan begitu, warga 

membandingkan program, bukan hadiah. 

Debat publik tentang desain social protection memperkuat programmatic politics. 

Partai yang membangun policy reputation dapat mengurangi ketergantungan pada broker personal. 

O. Fiscal Transparency dan Anti-Patronase 

Anggaran sosial yang transparan membuat warga mengetahui besaran program, dasar hukum, serta sumber 

pembiayaan. Ini mengurangi ruang klaim personal. 

Open data sebaiknya agregat untuk melindungi privacy tetapi cukup rinci untuk mendeteksi anomali wilayah 

atau waktu. 

Legislative scrutiny dan audit dapat melihat perubahan appropriations menjelang pemilu. 

Taxpayer education juga penting: bantuan dibiayai masyarakat dan negara sebagai institusi, bukan berasal dari 

kantong pejabat. 

Fiscal literacy membangun social citizenship. 

P. Media, Investigasi, dan Presumption of Evidence 

Media memiliki peran penting mengawasi distribusi, tetapi framing harus berbasis bukti. Foto pejabat 

menyerahkan bantuan dapat menjadi indikator personalisasi, bukan otomatis bukti vote buying. 

Investigasi perlu mencari dokumen perubahan anggaran, pesan instruksi, pola targeting, testimony, dan 

conditionality. 

Media juga perlu memeriksa klaim pihak oposisi maupun pemerintah secara simetris. 

Penggunaan istilah clientelism, patronage, dan corruption sebaiknya presisi agar publik memahami perbedaan. 

Jurnalisme data dapat membantu membandingkan distribusi antarwaktu dan wilayah. 

Q. Civil Society dan Social Audit 

Organisasi masyarakat dapat melakukan social audit atas daftar, jadwal, experience, dan complaint. 

Pengawasan dekat warga dapat menemukan masalah yang tidak terlihat pusat. 

Namun civil society sendiri dapat partisan. Methodology dan disclosure funding membantu menjaga 

credibility. 

Community monitoring efektif bila memiliki akses data agregat dan jalur eskalasi formal. 

Forum penerima dapat memberi feedback tanpa meminta mereka menyatakan preferensi politik. 

Social audit mengubah penerima dari objek bantuan menjadi warga yang mengawasi hak. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Bantuan Sosial, Patronase, dan Loyalitas Politik 
 

 

 

Halaman 48 

R. Pendidikan Politik Penerima Bansos 

Pendidikan politik tidak boleh berbentuk instruksi memilih. Fokusnya adalah hak: suara rahasia, bantuan 

berbasis aturan, larangan ancaman, dan kanal pengaduan. 

Pesan sederhana seperti 'bantuan tidak dapat dicabut karena pilihan politik' dapat mengurangi fear. 

Materi perlu disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk desa, media, dan aplikasi. 

Bahasa harus non-partisan dan mudah dipahami. 

Political literacy merupakan bentuk perlindungan konsumen dalam demokrasi. 

S. Netralitas Pejabat dan Campaign Separation 

Pejabat petahana memiliki dua peran: menjalankan pemerintahan dan berpotensi terlibat dalam kompetisi 

politik sesuai aturan. Pemisahan peran harus terlihat. 

Kalender kegiatan, penggunaan kendaraan, podium, akun resmi, dan staf perlu memiliki protocol. Semakin 

jelas pemisahan, semakin kecil konflik kepentingan. 

Communication office pemerintah dapat menyampaikan program tanpa jargon kampanye. 

Penegakan netralitas perlu konsisten pada semua pihak agar tidak dipersepsikan selektif. 

Separation of state and campaign adalah prinsip inti electoral fairness. 

T. Dari Patronage Democracy menuju Programmatic Democracy 

Programmatic democracy ditandai kompetisi pada kebijakan, ideologi, dan kinerja, bukan hubungan personal 

semata. Transisi ini membutuhkan partai, birokrasi, dan warga. 

Perlindungan sosial yang institusional memberi ruang bagi partai bersaing pada kualitas program, karena akses 

dasar tidak lagi dikontrol broker. 

Penguatan labor market dan middle class juga dapat memperluas otonomi politik, tetapi tidak otomatis 

menghapus clientelism. 

Reformasi harus menyasar dependency structures: pekerjaan publik, permit, contract, dan welfare access. 

Tujuan bukan menghilangkan semua relasi personal dari politik, tetapi memastikan hak dasar tidak menjadi 

alat transaksi. 

Tiga Puluh Indikator Risiko Politisasi Bantuan Sosial 
1. Besar perubahan nominal bantuan dibanding pola historis. 

2. Perubahan jumlah penerima menjelang pemilu. 

3. Adanya perubahan kriteria eligibility tanpa alasan kebijakan yang terdokumentasi. 

4. Proporsi delivery yang berlangsung melalui transfer langsung. 

5. Proporsi penerima yang mengetahui bantuan berasal dari program negara. 

6. Proporsi materi resmi yang menampilkan foto atau nama figur politik. 

7. Jumlah seremoni penyerahan individual. 

8. Persentase penerima yang merasa bantuan bergantung pada dukungan politik. 
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9. Persentase penerima yang tahu suara bersifat rahasia. 

10. Jumlah keluhan mengenai ancaman pencabutan bantuan. 

11. Waktu rata-rata penyelesaian koreksi data. 

12. Proporsi koreksi data yang diproses tanpa perantara lokal. 

13. Jumlah akses tidak sah ke data penerima. 

14. Adanya pemisahan data pemerintah dan data kampanye. 

15. Jumlah komunikasi partisan melalui kanal resmi program. 

16. Distribusi geografis penambahan penerima dibanding indikator kebutuhan. 

17. Deviasi pencairan dari kalender yang telah diumumkan. 

18. Jumlah temuan audit terkait penggunaan fasilitas negara. 

19. Jumlah laporan netralitas ASN terkait distribusi bantuan. 

20. Proporsi penerima yang dapat menyebut kanal grievance. 

21. Tingkat penggunaan grievance mechanism. 

22. Persentase penerima yang merasa perlu mengenal pejabat untuk mengakses bantuan. 

23. Proporsi bantuan darurat yang menggunakan trigger berbasis data. 

24. Waktu publikasi data agregat penyaluran. 

25. Proporsi program dengan legal basis dan operational guideline publik. 

26. Jumlah pelanggaran simbol partisan pada kemasan atau acara resmi. 

27. Intensitas credit claiming personal dibanding institutional communication. 

28. Proporsi penerima yang membedakan gratitude dari obligation politik. 

29. Tingkat kepercayaan pada fairness program lintas preferensi politik. 

30. Persentase warga yang percaya pilihan politik tidak memengaruhi eligibility. 

Agenda Seratus Hari untuk Memperkuat Firewall Elektoral Bansos 
1. Publikasikan kalender semua program bantuan reguler sekurangnya satu tahun ke depan sejauh 

memungkinkan. 

2. Tetapkan standard nasional visual branding program sosial. 

3. Audit materi resmi yang menampilkan figur politik pada penyaluran. 

4. Susun protocol penyaluran pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan. 

5. Pastikan kegiatan resmi dan kampanye memiliki akun, staf, aset, dan dokumentasi terpisah. 

6. Bangun dashboard agregat penyaluran per bulan dan wilayah. 

7. Tetapkan threshold perubahan program yang memerlukan policy note publik. 

8. Audit akses database penerima dan nonaktifkan akses yang tidak relevan. 
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9. Pisahkan nomor kontak pelayanan dari kanal komunikasi politik. 

10. Buat pesan standar bahwa bantuan tidak bergantung pada pilihan politik. 

11. Latih frontline worker mengenai netralitas dan complaint handling. 

12. Sediakan whistleblower channel khusus tekanan partisan. 

13. Uji grievance mechanism melalui mystery citizen dan audit sampling. 

14. Buat protokol emergency assistance yang tetap dapat berjalan saat pemilu. 

15. Libatkan BPS atau unit statistik untuk baseline kebutuhan secara independen. 

16. Berikan akses pengawasan kepada lembaga pemilu sesuai kewenangan. 

17. Lakukan public literacy campaign mengenai sumber dana bansos. 

18. Monitor grup dan akun resmi pemerintah untuk pesan partisan tanpa mengawasi percakapan privat 

warga. 

19. Publikasikan laporan pasca-pemilu tentang continuity dan perubahan program. 

20. Evaluasi firewall dengan survey penerima mengenai autonomy dan perceived political pressure. 

Dua Puluh Pertanyaan Diagnostik bagi Pemerintah dan Pengawas 
1. Apakah penerima tahu mengapa mereka eligible? 

2. Apakah jadwal pembayaran dapat diprediksi tanpa bantuan broker? 

3. Apakah program memiliki nama institusional yang konsisten? 

4. Apakah pejabat menggunakan foto atau slogan personal pada delivery? 

5. Apakah perubahan program memiliki alasan yang dipublikasikan? 

6. Apakah non-supporter diyakini tetap menerima? 

7. Apakah warga dapat memperbaiki data langsung? 

8. Siapa yang memiliki akses ke database penerima? 

9. Apakah data pernah digunakan untuk komunikasi di luar pelayanan? 

10. Apakah penerima merasa suara mereka dapat diketahui? 

11. Apakah ada ancaman implisit kehilangan bantuan? 

12. Apakah petugas lapangan menerima instruksi partisan? 

13. Apakah acara penyaluran dipisahkan dari kampanye? 

14. Apakah pengawasan memiliki data cukup untuk menilai anomaly? 

15. Apakah complaint dapat dibuat anonim? 

16. Apakah distribusi darurat mengikuti trigger objektif? 

17. Apakah media resmi menjelaskan sumber APBN/APBD? 

18. Apakah program tetap berjalan setelah pergantian pejabat? 
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19. Apakah warga memandang bantuan sebagai hak atau hadiah? 

20. Apakah sistem membuat pilihan politik warga benar-benar bebas? 

Penegasan Akhir: Bantuan Sosial dan Kebebasan Warga 
Bantuan sosial berada pada titik pertemuan antara kebutuhan ekonomi dan kekuasaan politik. Karena itu, 

kualitas desainnya tidak hanya menentukan efektivitas pengurangan kemiskinan, tetapi juga kualitas 

hubungan negara dan warga. 

Negara yang kuat tidak meminta rasa terima kasih personal untuk menjalankan kewajiban publik. Ia 

membangun aturan yang dapat diprediksi dan membiarkan warga menilai pemerintah secara bebas. 

Patronase justru tumbuh ketika institusi tidak cukup kuat untuk menjamin akses. Warga kemudian 

menggunakan koneksi sebagai insurance. Reformasi terbaik adalah membuat koneksi tidak diperlukan. 

Hal ini tidak berarti politik menjadi impersonal sepenuhnya. Pemimpin tetap berkomunikasi, menjelaskan 

program, dan meminta dukungan. Yang dibatasi adalah penggunaan hak sosial sebagai leverage individual. 

Secret ballot adalah fondasi, tetapi tidak cukup jika warga percaya bantuan dapat dicabut. Jaminan 

administrasi harus melengkapi kerahasiaan suara. 

Ekonomi juga penting. Rumah tangga dengan pendapatan stabil, pekerjaan, dan social insurance memiliki 

bargaining politik lebih kuat. Anti-clientelism adalah bagian dari agenda pembangunan. 

Program sosial yang predictable juga meningkatkan kualitas ekonomi karena keluarga dapat merencanakan 

konsumsi dan investasi human capital. 

Data governance menjadi semakin strategis karena digitalisasi menyatukan social policy dan political 

communication dalam ruang teknologi yang sama. 

Indonesia perlu membangun firewalls seperti sektor keuangan membangun Chinese walls: data, staf, channel, 

dan aset program pemerintah harus terpisah dari aktivitas kampanye. 

Audit perlu fokus pada system, bukan hanya kasus. Jika struktur memungkinkan personalisasi, risiko akan 

berulang meski aktor berubah. 

Partai politik juga memiliki kepentingan pada depersonalisasi karena programmatic competition membuat 

reputasi partai lebih durable daripada jaringan patron sementara. 

Incumbent tetap dapat memperoleh electoral reward dari kebijakan yang baik. Itulah mekanisme 

accountability, selama akses warga tidak disyaratkan oleh dukungan. 

Oposisi juga sebaiknya mengkritik desain dan bukti, bukan menganggap setiap bantuan sebagai pembelian 

suara. Overclaim dapat merusak kepercayaan pada social protection. 

Media perlu mempertahankan presisi istilah. Patronage, vote buying, clientelism, pork, dan welfare memiliki 

overlap tetapi tidak sama. 

Akademisi harus menjaga causal inference. Penerima bantuan yang lebih mendukung pemerintah dapat 

mencerminkan selection, gratitude, kinerja, ideology, atau clientelism. Mekanisme harus diuji. 

Penelitian mixed methods sangat berharga karena survey mengukur pola sementara wawancara dan 

ethnography mengungkap makna hubungan. 
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IBM ASMI dapat berkontribusi melalui perspektif manajemen: process design, data governance, service 

experience, digital communication, dan organizational ethics. 

Pada jangka panjang, tujuan social protection adalah membuat warga lebih aman. Keamanan ekonomi 

seharusnya meningkatkan political autonomy, bukan mengurangi. 

Ketika bantuan menurunkan rasa takut kehilangan konsumsi minimum, warga justru dapat lebih bebas menilai 

kandidat berdasarkan ide dan kinerja. 

Inilah paradoks produktif welfare democracy: program sosial yang benar dapat mengurangi ruang patronase 

dengan mengurangi ketergantungan pada patron. 

Untuk mencapai itu, hak harus portable, rule-based, dan impersonal. Warga tidak boleh merasa bahwa 

perubahan kepala daerah atau presiden otomatis menghapus hak yang sudah ditetapkan sistem. 

Kontinuitas program lintas pemerintahan membangun trust pada negara, bukan pada figur. 

Kontestasi politik kemudian dapat fokus pada siapa yang menawarkan coverage lebih baik, targeting lebih 

tepat, layanan lebih bermartabat, dan pembiayaan lebih berkelanjutan. 

Demokrasi menjadi lebih substantif karena pilihan warga tidak dibeli oleh ketidakpastian akses. 

Bantuan sosial juga menjadi lebih efektif karena pelaksana tidak terdorong mengejar visibility politik yang 

tidak berkaitan dengan outcome. 

Pada akhirnya, social protection yang baik membangun dua bentuk keamanan sekaligus: keamanan ekonomi 

rumah tangga dan keamanan kebebasan politik. 

Jika penerima bantuan dapat mengatakan bahwa mereka berhak menerima tanpa harus setia kepada siapa pun, 

maka welfare state telah menjalankan fungsi demokratisnya. 

Jika pejabat dapat memenangkan pemilu karena programnya dinilai baik tanpa perlu mempersonalisasi 

manfaat, maka accountability bekerja. 

Jika perubahan kekuasaan tidak menimbulkan ketakutan hilangnya hak dasar, maka institusi lebih kuat 

daripada patron. 

Dan jika warga dapat menerima negara sebagai pelindung tanpa menjadi klien penguasa, maka bantuan sosial 

telah berubah dari potensi instrumen patronase menjadi fondasi kewargaan demokratis. 
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Suplemen Analitis: Menjaga Keadilan Sosial tanpa Menurunkan Integritas 

Elektoral 

A. Mengapa Larangan Total Penyaluran Menjelang Pemilu Tidak Tepat 

Secara intuitif, salah satu respons terhadap kekhawatiran politisasi adalah menghentikan bantuan menjelang 

pemilu. Namun pendekatan ini mengabaikan fungsi utama perlindungan sosial. Rumah tangga miskin tidak 

dapat menunda kebutuhan pangan, kesehatan, atau biaya sekolah karena kalender politik. Moratorium justru 

menjadikan kelompok rentan menanggung biaya dari kelemahan institusi politik. 

Masalah yang harus diatur adalah cara penyaluran, bukan keberadaan hak. Jadwal reguler perlu tetap berjalan; 

komunikasi harus netral; perubahan luar biasa perlu dijelaskan; dan pejabat harus menghindari penggunaan 

acara penyaluran sebagai panggung kampanye. 

Pendekatan ini konsisten dengan prinsip continuity of government. Negara tetap menjalankan fungsi 

pelayanan selama pemilu. Sekolah tidak ditutup, rumah sakit tidak berhenti, dan perlindungan sosial pun tidak 

seharusnya berhenti. 

Firewall elektoral yang baik memisahkan delivery dari campaign activity. Semakin proses otomatis dan 

institusional, semakin kecil kebutuhan untuk menghentikan layanan. 

Larangan total juga berisiko menciptakan insentif politik baru: pemerintah mungkin mempercepat seluruh 

distribusi sebelum periode larangan, justru memperbesar political budget cycle. 

B. Prinsip Kesetaraan antara Petahana dan Penantang 
Petahana memiliki keunggulan natural karena bekerja di pemerintahan dan memiliki visibility. Demokrasi 

tidak mungkin menghilangkan seluruh incumbency advantage tanpa menghentikan pemerintahan. Yang dapat 

dilakukan adalah membatasi penggunaan sumber daya resmi untuk kepentingan partisan. 

Penantang berhak mengkritik kebijakan, sementara petahana berhak menjelaskan capaian. Tetapi delivery 

bantuan sebaiknya tidak menjadi arena kampanye karena penerima berada dalam posisi ekonomi yang rentan. 

Standard yang diterapkan harus symmetric. Larangan simbol partisan, penggunaan ASN, data penerima, dan 

fasilitas negara berlaku tanpa memandang afiliasi. 

Independent enforcement penting agar aturan tidak dianggap senjata politik. Publication of guidance sebelum 

kontestasi mengurangi tuduhan selective enforcement. 

Kesetaraan yang realistis berarti memisahkan state function dari partisan persuasion, bukan menyamakan 

visibility secara artifisial. 

C. Administrasi Bansos sebagai Infrastruktur Demokrasi 

Sistem bantuan sering dilihat sebagai infrastruktur sosial, tetapi ia juga infrastruktur demokrasi karena 

menentukan apakah warga dapat hidup tanpa bergantung pada patron. Database, payment rails, grievance 

office, dan case management berpengaruh pada political autonomy. 

Semakin cepat dan mudah warga mengakses hak melalui kanal resmi, semakin kecil nilai koneksi personal. 

Ini mirip rule of law dalam bidang ekonomi: hak dapat ditegakkan melalui institusi. 

Investasi pada administrasi yang tampak teknis seperti data cleaning, service standard, atau call center 

sebenarnya memiliki manfaat politik jangka panjang. 
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Sebaliknya, sistem yang sering error menciptakan pasar bagi perantara. Broker kemudian membangun reputasi 

karena mampu menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan negara. 

Administrative capacity dengan demikian merupakan bagian dari pencegahan patronase. 

D. Desain Notifikasi yang Netral 
Notifikasi SMS atau aplikasi kepada penerima merupakan titik komunikasi yang sangat strategis. Isi pesan 

sebaiknya terbatas pada nominal, tanggal, hak, kewajiban jika ada, dan kanal bantuan. 

Nama personal pejabat atau slogan politik tidak diperlukan untuk fungsi pelayanan. Penghapusan unsur 

tersebut memperkuat identitas program sebagai institusi. 

Template nasional dapat mengurangi variasi lokal dan memudahkan audit. Perubahan template pada masa 

pemilu juga dapat dideteksi. 

Pesan perlu menegaskan bahwa penerimaan tidak terkait preferensi politik. Pernyataan sederhana dapat 

mengurangi rumor. 

Digital communication standard merupakan instrumen depersonalisasi dengan biaya rendah. 

E. Pengelolaan Seremoni dan Kunjungan Pejabat 

Pejabat perlu berinteraksi dengan penerima untuk memahami implementasi, tetapi kunjungan dapat berubah 

menjadi simbol kampanye jika tidak diatur. Tujuan monitoring dan tujuan promosi perlu dipisahkan. 

Data sampling, focus group, dan kunjungan kerja dapat dilakukan tanpa penyerahan uang atau barang secara 

simbolis. Hal ini mengurangi citra pemberi hadiah. 

Jika acara publik diperlukan, informasi program dan hak penerima perlu lebih dominan daripada pencitraan 

personal. Peserta tidak seharusnya diwajibkan mengenakan atribut partisan. 

Dokumentasi acara dapat diaudit dari penggunaan fasilitas, peserta, materi visual, dan pidato. 

Protokol sederhana memberi kepastian bagi pejabat dan petugas agar tidak takut menjalankan tugas tetapi 

memahami batas. 

F. Pemerintah Daerah dan Risiko Personalization 
Di tingkat daerah, kedekatan sosial lebih tinggi dan pejabat sering dikenal langsung oleh warga. Keuntungan 

ini dapat meningkatkan responsiveness, tetapi juga memperbesar atribusi personal. 

Program daerah perlu memiliki identitas institusional yang stabil meskipun kepala daerah berubah. Nama 

program yang terlalu melekat pada figur dapat menciptakan discontinuity dan loyalty politics. 

APBD, dasar hukum, dan kriteria perlu dipublikasikan dalam bentuk mudah dipahami. Musrenbang dan forum 

lokal dapat memperkuat ownership publik. 

Inspektorat daerah serta DPRD memiliki peran oversight, sementara masyarakat dan media lokal dapat 

melakukan social audit. 

Penguatan kapasitas daerah adalah kunci karena aturan nasional tanpa administrasi lokal yang baik tidak 

cukup. 
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G. Peran Parlemen dalam Perlindungan Sosial 

Legislatif memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Dalam sistem programatik, keputusan mengenai 

besaran serta cakupan bantuan dibahas melalui institusi, sehingga manfaat tidak dapat diklaim sepenuhnya 

oleh satu figur eksekutif. 

Debat anggaran yang transparan membantu warga memahami bahwa welfare merupakan hasil proses kolektif 

negara. Namun anggota legislatif juga dapat terdorong melakukan credit claiming partikular. 

Constituency service sebaiknya membantu warga memahami prosedur dan menyelesaikan masalah tanpa 

menjanjikan bahwa hak berasal dari personal favor. 

Data pengawasan dapat fokus pada exclusion error, delay, dan regional disparity daripada distribusi 

berdasarkan kedekatan. 

Parlemen yang kuat membantu menginstitusionalisasikan social policy. 

H. Pengadilan, Bukti, dan Standar Pembuktian 

Tuduhan politisasi bansos dapat memiliki konsekuensi hukum dan reputasi besar. Karena itu, perbedaan antara 

kritik politik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana harus dijaga. 

Bukti dapat berupa instruksi, pesan, testimony, perubahan targeting yang tidak masuk akal, penggunaan 

atribut, atau quid pro quo. Satu indikator jarang cukup untuk semua kategori. 

Pengadilan dan lembaga pengawas memerlukan standard pembuktian sesuai kewenangan. Analisis akademik 

dapat menggunakan probabilistic evidence, tetapi tidak boleh menyamakan dengan putusan hukum. 

Presumption of innocence tetap penting pada aktor individual. Fokus kebijakan dapat diarahkan pada system 

risk tanpa menunggu kasus pidana. 

Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara vigilance dan fairness. 

I. Pengalaman Internasional dan Pelajaran bagi Indonesia 

Pengalaman berbagai negara menunjukkan conditional cash transfer dapat meningkatkan dukungan 

pemerintah melalui evaluasi positif program, tetapi efek tersebut tidak selalu berarti clientelism. Program yang 

rule-based dapat menghasilkan electoral reward secara programatik. 

Sebaliknya, negara dengan broker networks kuat menunjukkan bagaimana program formal dapat 

ditransformasikan di tingkat implementasi menjadi akses partikular. 

Pelajaran utamanya adalah institusi delivery matters. Program yang sama dapat memiliki makna politik 

berbeda tergantung transparency dan discretion. 

Indonesia memiliki kapasitas digital serta administratif yang berkembang, sehingga memiliki kesempatan 

mengurangi brokerage tanpa menghapus local facilitation. 

Comparative evidence sebaiknya digunakan sebagai inspirasi, bukan mengasumsikan mekanisme luar negeri 

berlaku identik. 

J. Mengukur Loyalitas Politik secara Akademik 

Loyalitas politik bukan variabel sederhana. Ia dapat diukur melalui vote intention, party identification, 

affective attachment, willingness campaign, trust, atau persistence across elections. 
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Jika penelitian ingin menguji pengaruh bansos, perlu membedakan gratitude, perceived performance, 

obligation, fear, dan identity. Masing-masing memiliki mekanisme berbeda. 

Cross-sectional survey memiliki masalah endogeneity karena pemerintah dapat menargetkan wilayah tertentu 

dan pemilih memiliki preferensi sebelumnya. Panel, experiment, atau instrumental strategy lebih kuat. 

PLS-SEM dapat menguji konstruk laten dan mediasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan causal 

effect. Desain temporal tetap penting. 

Kualitas penelitian sangat menentukan agar isu sensitif tidak menghasilkan kesimpulan partisan. 

K. Model Konseptual untuk Penelitian 

Salah satu model dapat menempatkan Perceived Program Personalization sebagai variabel eksogen, Political 

Gratitude dan Perceived Obligation sebagai mediator, serta Political Loyalty sebagai outcome. 

Perceived Entitlement dapat berfungsi moderator: semakin kuat warga memahami bantuan sebagai hak, 

pengaruh personalisasi terhadap obligation diperkirakan lebih lemah. 

Administrative Uncertainty dapat menjadi antecedent dari Broker Dependence, yang kemudian meningkatkan 

susceptibility terhadap clientelistic message. 

Political Literacy dan Economic Security dapat diuji sebagai moderator yang memperkuat autonomy. 

Model ini memungkinkan pemisahan antara bantuan itu sendiri dan interpretasi politik terhadap bantuan. 

L. Variabel dan Indikator PLS-SEM 
Perceived Personalization dapat diukur dengan item seperti apakah penerima menganggap bantuan berasal 

dari tokoh tertentu, apakah figur lebih menonjol daripada institusi, dan apakah komunikasi menekankan 

pemberi personal. 

Perceived Entitlement dapat mencakup pemahaman bahwa bantuan berdasarkan aturan, hak tidak berubah 

karena pilihan politik, dan sumber dana berasal dari anggaran publik. 

Political Obligation dapat mengukur rasa harus membalas, takut dianggap tidak tahu terima kasih, atau 

percaya dukungan diperlukan untuk akses masa depan. 

Political Autonomy dapat mengukur kebebasan memilih tanpa rasa takut, kemampuan memisahkan bantuan 

dari pilihan, dan keyakinan suara rahasia. 

Penelitian harus menghindari item yang terlalu leading dan menjaga kerahasiaan responden. 

Kesimpulan Akademik Tambahan 
Bantuan sosial, patronase, dan loyalitas politik berhubungan melalui mekanisme yang lebih kompleks 

daripada asumsi sederhana bahwa penerima pasti memilih pemberi. Program sosial memiliki fungsi nyata, 

pemilih memiliki agency, dan dukungan politik dapat lahir dari evaluasi kinerja yang sah. 

Risiko clientelism meningkat ketika manfaat menjadi partikular, akses tidak pasti, broker memegang diskresi, 

komunikasi dipersonalisasi, atau terdapat ancaman serta quid pro quo. 

Karena itu, kualitas institusi lebih penting daripada kalender pemilu semata. Jadwal yang telah ditetapkan, 

data yang dapat diaudit, direct delivery, dan grievance mechanism memberi perlindungan. 
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Depersonalisasi tidak berarti menghapus akuntabilitas politik. Pejabat dan partai tetap dapat menjelaskan 

kebijakan, tetapi hak warga tidak dikonstruksi sebagai kemurahan hati personal. 

Pencegahan juga harus menjaga proporsionalitas. Pengawasan yang terlalu curiga terhadap seluruh program 

dapat melemahkan social protection, sedangkan pengawasan yang terlalu formalistis dapat mengabaikan 

tekanan informal. 

Indonesia membutuhkan pendekatan yang menggabungkan welfare policy, electoral law, public 

administration, data governance, ethics, dan civic education. 

Jika pendekatan tersebut berkembang, bantuan sosial dapat memainkan peran terbaiknya: mengurangi 

kerentanan, meningkatkan kemampuan rumah tangga, dan memperkuat warga agar lebih bebas secara politik. 

Warga yang secara ekonomi lebih aman memiliki kapasitas lebih besar untuk menolak tekanan, mengevaluasi 

kandidat, dan memilih sesuai keyakinan. 

Dengan demikian, social protection yang berkualitas bukan ancaman bagi demokrasi. Ia dapat menjadi salah 

satu fondasi demokrasi yang lebih substantif. 

Yang membedakan welfare democracy dari patronage democracy adalah siapa yang dianggap menjadi sumber 

hak: institusi publik yang dapat dipertanggungjawabkan atau figur personal yang menuntut loyalitas. 

Indonesia menuju 2045 perlu memilih arah pertama secara konsisten. Program boleh berubah, pemerintahan 

boleh berganti, tetapi prinsip bahwa bantuan sosial bukan utang politik harus tetap. 

Ketika prinsip tersebut tertanam dalam desain, hukum, budaya birokrasi, dan pemahaman warga, relasi negara 

dan masyarakat menjadi lebih setara. 

Pada titik itu, bantuan sosial bukan lagi lahan rawan patronase, melainkan ekspresi nyata social citizenship: 

negara melindungi karena warga memiliki hak, dan warga memilih karena mereka memiliki kebebasan. 

Epilog: Membebaskan Perlindungan Sosial dari Ketergantungan Politik 
Perdebatan mengenai bantuan sosial dan loyalitas politik pada akhirnya menyentuh persoalan yang lebih 

mendasar: hubungan seperti apa yang ingin dibangun antara negara dan warga. Dalam model patronase, akses 

terhadap sumber daya dipahami melalui kedekatan, rasa utang, dan kemampuan seorang patron membuka 

pintu. Dalam model kewargaan sosial, akses dipahami melalui aturan, hak, administrasi, dan mekanisme 

pertanggungjawaban. Kedua model ini dapat hidup berdampingan dalam praktik, sehingga reformasi tidak 

cukup hanya mengubah peraturan. Negara perlu mengubah pengalaman sehari-hari warga ketika berhubungan 

dengan program sosial. 

Pengalaman yang paling penting adalah kepastian. Warga perlu tahu bahwa nama mereka masuk atau keluar 

berdasarkan kriteria yang dapat dijelaskan, bukan berdasarkan siapa yang mereka kenal. Mereka perlu tahu 

kapan transfer diterima, berapa jumlahnya, dan ke mana mengadu. Kepastian semacam ini mengurangi nilai 

politik dari perantara. Ketika prosedur bekerja, patron kehilangan salah satu sumber kekuasaannya: 

kemampuan membuat warga merasa bahwa akses hanya mungkin melalui bantuan personal. 

Dimensi berikutnya adalah identitas program. Negara modern perlu menegaskan bahwa program sosial 

dimiliki oleh institusi, bukan oleh pejabat yang sedang menjabat. Nama, logo, kartu, notifikasi, dan materi 

sosialisasi sebaiknya konsisten lintas pergantian pemerintahan. Pemimpin tentu dapat memperbaiki atau 

mengembangkan program, tetapi keberlanjutan identitas institusional membantu warga membedakan antara 

policy innovation dan personal generosity. 
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Reformasi juga perlu mengakui bahwa politik akan selalu berusaha memperoleh credit atas kebijakan yang 

populer. Hal tersebut tidak seluruhnya buruk. Insentif elektoral dapat mendorong pemerintah memperbaiki 

layanan. Masalahnya bukan credit claiming itu sendiri, melainkan ketika claim tersebut berubah menjadi pesan 

bahwa warga berutang dukungan atau bahwa hak akan hilang jika penguasa berubah. Kompetisi yang sehat 

mempersilakan politisi mengatakan, 'kebijakan kami bekerja'; kompetisi yang tidak sehat menyiratkan, 

'bantuan ini milik kami dan tergantung pada kesetiaan Anda.' 

Di sinilah peran literasi politik dan fiskal menjadi sangat penting. Warga perlu memahami bahwa APBN dan 

APBD adalah instrumen publik, bahwa sumber daya berasal dari pajak, penerimaan negara, dan keputusan 

anggaran, serta bahwa program dilaksanakan oleh institusi. Pemahaman ini tidak menghapus penghargaan 

terhadap pemerintah yang berkinerja baik, tetapi menempatkan penghargaan tersebut pada basis yang lebih 

rasional dan demokratis. 

Perlindungan terhadap pilihan politik juga perlu dikomunikasikan berulang kali. Secret ballot secara hukum 

memberi kebebasan, tetapi kebebasan subjektif bergantung pada apa yang diyakini warga. Jika mereka 

percaya aparat dapat mengetahui suara atau bahwa daftar bantuan dapat dimanipulasi sebagai balasan, 

kerahasiaan formal belum sepenuhnya menghasilkan autonomy. Pesan resmi mengenai kerahasiaan suara dan 

independensi eligibility dapat menjadi bagian pendidikan pemilih. 

Pada sisi pengawasan, fokus perlu bergeser dari mencari satu indikator tunggal menuju membaca pola. Tidak 

ada foto, seremoni, atau lonjakan anggaran yang sendirian membuktikan clientelism. Tetapi kombinasi 

personalisasi, perubahan target tanpa alasan, tekanan lokal, penggunaan data, dan komunikasi quid pro quo 

dapat menunjukkan risiko yang jauh lebih serius. Analisis pola membuat pengawasan lebih adil sekaligus 

lebih tajam. 

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas pembicaraan publik. Istilah patronase, 

klientelisme, vote buying, populisme, dan welfare sering digunakan secara longgar. Penelitian yang presisi 

membantu masyarakat memahami bahwa program sosial tidak harus dicurigai, tetapi juga tidak boleh kebal 

dari scrutiny. Posisi akademik yang sehat adalah melindungi hak sosial sekaligus melindungi kebebasan 

politik. 

Bagi Indonesia, agenda ini memiliki arti strategis karena demokrasi dan perlindungan sosial sama-sama telah 

berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Tantangannya adalah memastikan ekspansi welfare tidak 

menghasilkan struktur ketergantungan baru. Jika desain semakin rule-based, digital tetapi accountable, dan 

mudah diakses tanpa broker, maka perluasan social protection justru dapat memperkuat political autonomy. 

Tujuan reformasi bukan masyarakat tanpa rasa terima kasih atau tanpa hubungan personal. Politik selalu 

memiliki emosi, simbol, dan hubungan sosial. Tujuannya lebih sederhana: tidak seorang pun harus memilih 

karena takut kehilangan hak dasar, dan tidak seorang pun harus merasa bahwa bantuan negara adalah utang 

pribadi kepada penguasa. 

Dengan prinsip tersebut, program sosial dapat tetap responsif terhadap krisis, dapat diperluas ketika kebutuhan 

meningkat, dan dapat menjadi materi kompetisi kebijakan. Yang tidak boleh ikut diperjualbelikan adalah 

kebebasan warga untuk memilih. 

Ketika perlindungan sosial menjadi hak yang dapat diprediksi, warga memperoleh dua jenis keamanan 

sekaligus. Pertama, keamanan ekonomi karena ada perlindungan terhadap kemiskinan dan guncangan. Kedua, 

keamanan politik karena kebutuhan dasar tidak dapat dengan mudah digunakan untuk menekan pilihan. 
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Gabungan kedua keamanan itu merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang matang. Warga yang tidak 

hidup dalam ketakutan ekonomi memiliki ruang lebih besar untuk menilai program, meminta 

pertanggungjawaban, dan berpindah dukungan jika pemerintah gagal. 

Karena itu, reformasi bantuan sosial seharusnya tidak berhenti pada targeting dan penyaluran. Ia perlu 

memasukkan tujuan demokratis: mengurangi dependency, memperkuat citizenship, dan menjaga agar hak 

sosial tidak berubah menjadi instrumen loyalitas. 

Jika Indonesia mampu membangun sistem seperti itu, bantuan sosial tidak akan menjadi simbol siapa yang 

berkuasa, tetapi simbol bahwa negara hadir berdasarkan aturan. Pemilu akan tetap kompetitif, pemerintah 

tetap dapat dinilai dari kinerja, dan penerima bantuan tetap menjadi warga yang bebas. Itulah bentuk 

perlindungan sosial yang paling sesuai dengan martabat demokrasi. 

Sebagai penegasan terakhir, agenda depersonalisasi bantuan sosial perlu dipahami sebagai upaya memperkuat 

dua institusi sekaligus: perlindungan sosial dan demokrasi. Program sosial akan lebih efektif bila penerima 

percaya pada sistem, tidak takut kehilangan hak, dan tidak harus mengeluarkan biaya sosial untuk mencari 

patron. Demokrasi akan lebih sehat bila warga dapat menerima manfaat publik tanpa merasa pilihan politiknya 

dibatasi oleh rasa utang, tekanan, atau ketidakpastian administrasi. Karena itu, kualitas data, transparansi 

anggaran, netralitas aparatur, komunikasi institusional, dan mekanisme banding bukan sekadar persoalan 

teknis manajemen program. Semuanya merupakan infrastruktur kebebasan politik. Di masa depan, Indonesia 

perlu mengembangkan standard nasional yang menghubungkan integrity of social protection dengan electoral 

integrity, sehingga perubahan program, penyaluran darurat, penggunaan kanal digital, serta kegiatan 

komunikasi dapat dinilai dengan indikator yang konsisten. Pendekatan ini akan mengurangi tuduhan yang 

terlalu mudah sekaligus memperkuat kemampuan mendeteksi penyalahgunaan yang nyata. Politik tetap 

memiliki ruang untuk berdebat mengenai besar bantuan, kelompok sasaran, metode delivery, dan sumber 

pembiayaan. Namun satu prinsip harus berada di luar transaksi partisan: warga yang memenuhi syarat berhak 

menerima perlindungan tanpa syarat loyalitas. Jika prinsip ini menjadi norma birokrasi, norma hukum, dan 

norma sosial, maka hubungan antara bantuan dan politik akan berubah secara mendasar. Politisi akan 

memperoleh dukungan karena dipercaya merancang dan menjalankan kebijakan yang baik, bukan karena 

mampu menempatkan diri sebagai pemberi pribadi. Penerima akan memiliki ruang untuk berterima kasih, 

mengkritik, mendukung, atau mengganti pilihan tanpa takut kehilangan akses. Dengan demikian, sistem sosial 

yang kuat bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperluas kebebasan. Itulah arah ideal bagi 

Indonesia: negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan, tetapi tidak meminta suara sebagai pembayaran. 

Pada akhirnya, pembatas terpenting antara welfare democracy dan patronage democracy terletak pada sumber 

legitimasi hubungan negara-warga. Dalam welfare democracy, warga memperoleh manfaat karena status, 

kebutuhan, dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan; dalam patronage democracy, manfaat mudah 

dipahami sebagai akibat kedekatan atau kemurahan hati penguasa. Perbedaan ini mungkin tampak simbolik, 

tetapi konsekuensinya sangat nyata bagi kualitas pemilu, kepercayaan publik, dan efektivitas kebijakan. 

Indonesia memiliki kapasitas untuk memperkuat model pertama melalui digitalisasi yang akuntabel, birokrasi 

profesional, data yang dapat dikoreksi, serta literasi politik yang menempatkan bantuan sebagai hak sosial. 

Program sosial yang semakin institusional akan tetap memberi pemerintah kesempatan menunjukkan kinerja, 

tetapi tidak memberi ruang bagi siapa pun untuk mengklaim kepemilikan pribadi atas sumber daya publik. 

Ketika warga memahami batas tersebut, loyalitas politik menjadi pilihan yang dapat diberikan maupun ditarik 

kembali berdasarkan penilaian bebas. Demokrasi kemudian berfungsi bukan sebagai arena pertukaran antara 

patron dan klien, melainkan sebagai mekanisme evaluasi antara warga yang setara dan pemerintah yang dapat 

diganti. Di titik inilah bantuan sosial mencapai fungsi tertingginya: bukan hanya membantu rakyat melewati 
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kesulitan ekonomi, tetapi juga melindungi kemampuan mereka untuk tetap menjadi warga negara yang 

merdeka secara politik. 

Prinsip tersebut seharusnya menjadi bagian dari etika administrasi publik, pendidikan politik, dan desain 

teknologi sosial. Setiap pejabat, petugas, pengawas, media, dan akademisi perlu menjaga garis pemisah 

antara pelayanan dan persuasi. Semakin jelas garis itu, semakin kecil ruang bagi rasa takut, rumor, dan 

ketergantungan. Sebaliknya, semakin kuat kepastian hak, semakin besar kemungkinan warga menilai politik 

berdasarkan gagasan dan kinerja. Karena itu, reformasi bantuan sosial bukan agenda teknokratis semata, 

melainkan investasi jangka panjang pada kebebasan memilih, kepercayaan institusional, serta martabat 

warga negara. 


